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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
A. Transliterasi Arab-Latin
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat
dilihat pada tabel berikut:
1. Konsonan
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
ا alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
ب ba b be
ت ta t te
ث ṡa ṡ es (dengan titik di atas)
ج jim j je
ح ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah)
خ kha kh ka dan ha
د dal d de
ذ żal ż zet (dengan titik di atas)
ر ra r er
ز zai z zet
س sin s es
ش syin sy es dan ye
ص ṣad ṣ es (dengan titik di bawah)
ض ḍad ḍ de (dengan titik di bawah)
ط ṭa ṭ te (dengan titik di bawah)
ظ ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah)
ع ‘ain ‘ apostrof terbalik
xi
غ gain g ge
ف fa f ef
ق qaf q qi
ك kaf k ka
ل lam l el
م mim m em
ن nun n en
و wau w we
ه ha h ha
ء hamzah ʼ apostrof
ى ya y ye
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda
apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).
2. Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
Vokal tuggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,
transliterasinya sebagai berikut:
Tanda Nama Huruf Latin Nama
اَ  fatḥah a a
اِ  kasrah i i
اُ  ḍammah u u
xii
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat
dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:
Tanda Nama Huruf Latin Nama
ٸَ  fatḥah dan yā’ ai a dan i





Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:
Harakat dan
Huruf
Nama Huruf dan Tanda Nama
ىَ  ... | اَ  ...
fatḥah dan alif
atau yā’
ā a dan garis di atas




ū u dan garis di atas
Contoh:
ماتَ  : māta
َرَمى : ramā
ِقْيلَ  : qīla
xiii
َميْوتُ  : yamūtu
4. Tā’ marbūṭah
Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua, yaitu: tā’ marbūṭah yang hidup atau
mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan
tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].
Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā’
marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).
Contoh:
َفالِ طْ ألاَرْوَضة : rauḍah al-aṭfāl
فاِضَلةيـَْنُة  الْ اَلَمدِ  : al-madīnah al-fāḍilah
احلَِْكَمة : al-ḥikmah
5. Syaddah (Tasydīd)
Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda tasydīd ( ّ◌ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan
huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.
Contoh:
َربّناَ  : rabbanā
َجنّْيناَ  : najjainā
احلََقّ  : al-ḥaqq
نعُّمَ  : nu”ima
َعُدوّ  : ’aduwwun
Jika huruf ى ber-tasydid diakhir sebuah kata dan di dahului oleh huruf kasrah
(ىّ ) maka ia di transletirasi seperti huruf maddah menjadi ī.
xiv
Contoh:
َعِلىّ  : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)
َعَرىبّ  : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
6. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab diwakili oleh huruf ال (alif lam
ma'arifah). Dalam panduan transliterasi ini, kata sandang diterjemahkan seperti biasa,
ketika diikuti dengan huruf syamsiyah dan qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti
bunyi alfabet langsung. Kata sandang ditulis secara terpisah dari kata-kata berikut dan
dihubungkan oleh garis horizontal (-).
Contoh:
اَلّشْمسُ  : al-syamsu (bukan asy-syamsu)
اَلزّلزَلة : al-zalzalah (bukan az-zalzalah)
اَلَفْلَسَفة : al-falsafah
الَبلدَ  : al-bilādu
7. Hamzah
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal
kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.
Contoh:
ُرْونَ تأمْ  : ta’murūna
الَنّـْوعُ  : al-nau‘
َشْيءٌ  : syai’un
أُمِ◌ْرتُ  : umirtu
8. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia
xv
Kata-kata, istilah atau kalimat dalam bahasa Arab yang diterjemahkan dari
kata-kata, istilah atau kalimat yang tidak terstandarisasi dalam Bahasa Indonesia.
Kosa kata, istilah atau kalimat yang sudah dikenal yang tidak lagi menjadi metode
transliterasi yang disebutkan di atas, telah menjadi bagian dari perbendaharaan
Indonesia, atau sering ditulis dalam aksara Indonesia, atau sering digunakan dalam
bidang akademik tertentu, Tidak lagi digunakan. Misalnya, kata-kata al-Qur'an (dari
al-Qur'an), alhamdulillah dan munaqasyah. Namun, jika kata-kata ini menjadi bagian




9. Lafẓ al-Jalālah (اهللا)
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan  huruf lainnya atau
berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.
Contoh:
ِديُن اهللاِ  dīnullāh بِاهللاِ  billāh
Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada Lafẓ al-Jalālah,
ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:
ُهْم ِيفْ رَمحِة اهللاِ  hum fī raḥmatillāh
10. Huruf Kapital
Meskipun sistem aksara Arab tidak mengenali huruf kapital (All Caps), mereka
ditransliterasikan berdasarkan peraturan kapitalisasi berdasarkan pedoman pengejaan
bahasa Indonesia (EYD) yang berlaku. Misalnya, huruf kapital digunakan untuk
menulis huruf pertama dari suatu nama (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama di
xvi
awal kalimat. Jika nama depan seseorang didahului dengan kata sandang (Al-), apa
yang ditulis dengan huruf kapital masih merupakan huruf awal dari nama depan,
bukan huruf awal sandangnya. Jika pada awal kalimat, huruf A dari kata sandang
menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan hal yang sama berlaku untuk huruf-huruf
pertama dalam judul referensi yang didahului dengan kata sandang al-, baik ketika
ditulis dalam teks dan dalam catatan kaki (CK, DP, CDK dan DR).
Contoh:
Wa mā Muḥammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan





Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus
disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:
Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd
Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)




Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:
swt. = subḥānahū wa ta‘ālā
saw. = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam
a.s. = ‘alaihi al-salām
H = Hijrah
M = Masehi
SM = Sebelum Masehi
l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w. = Wafat tahun
QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4
HR = Hadis Riwayat
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ABSTRAK
NAMA : SITTI MA’RIFAH NISRINA ARIFIN
NIM : 10200114230
JURUSAN : Hukum Tata Negara
JUDUL : Pertanggung Jawaban Terhadap Rusaknya Barang Bagasi
Pesawat Di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar (Telaah
Hukum Islam)
Skripsi ini membahas serta mengkaji permasalahan hukum mengenai
pertanggung jawaban maskapai penerbangan terhadap rusaknya barang bagasi
penumpang pesawat di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Dari pokok
masalah tersebut, sub masalah yang dapat dirumuskan 1) Bagaimana bentuk
pertanggung jawaban maskapai terhadap barang bagasi penumpang di Bandar
Sultan Hasanuddin Makassar?, 2) Bagaimana proses klaim pertanggung jawaban
atas kerugian rusaknya barang bagasi penumpang di Bandara Sultan Hasanuddin
Makassar?, 3) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap bentuk pertanggung
jawaban maskapai pada kerusakan barang bagasi penumpang di Bandara Sultan
Hasanuddin Makassar?.
Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode lapangan
(field research) dan tergolong kualitatif deskriptif dengan menggunakan
pendekatan penelitian yuridis empiris/sosiologis, kemudian ditunjang pendekatan
penelitian yuridis normatif dan ditambah pendekatan normatif syar’i yang terdapat
dalam al-Qur’an dan al-Hadist serta pendapat ulama. Data yang di ambil
bersumber dari data primer yaitu berupa wawancara diperoleh langsung dari objek
yang di teliti,serta data sekunder yaitu dari dokumen resmi,buku, serta jurnal yang
sesuai dengan Undang-undang.
Dari penelitian yang dilakukan ini diperoleh jawaban atas permasalahan
yang ada dan menarik kesimpulan bahwa 1) Bentuk tanggung jawab hukum
maskapai untuk kehilangan bagasi yang dicatat dalam transportasi udara yang
dilakukan oleh maskapai dengan memberikan kompensasi atau ganti rugi. 2)
Prosedur untuk mengajukan klaim bagasi yang hilang atau rusak, yaitu,
"Penumpang harus mengajukan klaim kerusakan barang bagasi tercatat pada saat
pengambilan barang", kemudian penumpang melaporkan bagasi yang hilang ke
"Lost and Found Baggage Claim" dan mengisi PIR (surat keterangan laporan
kehilangan) dan mengisi formulir klaim. 3) Pertanggung jawaban menurut ajaran
Islam, yaitu ganti rugi yang sebenarnya adalah mengganti barang yang rusak atau
hilang berdasarkan jenis barang yang sama. Jika tidak bisa mengganti barang yang
sama, maka dengan uang yang senilai harga barang yang hilang atau rusak.
Adapun Implikasi dari penelitian ini adalah Pihak Maskapai Penerbangan
perlu mengetahui peraturan-peraturan yang berlaku dan sebaiknya memberikan
sosialisasi kepada masyarakat atau penumpang, sehingga ketika terjadi kelalaian,





A. Latar Belakang Masalah 
  Negara Republik Indonesia adalah Negara kepulauan karena memiliki 
beribu-ribu pulau yang terbentang luas dengan luas daratannya mencakup 
1.904.569 km2 serta luas lautannya 3.288.683 km2.
1
 Negara Republik Indonesia 
juga memiliki hak-hak, batas wilayah serta kedaulatan yang telah di tetapkan oleh  
peraturan perundang-undangan. Maka diperlukan peranan dan fungsi 
pengangkutan yang mendukung pengembangan wilayah, pertumbuhan ekonomi, 
mempererat hubungan antar bangsa, dan memperkukuh kedaulatan Negara, demi 
terwujudnya wawasan nusantara serta memantapkan ketahanan nasional.
2
 
Di era modern ini segala hal membutuhkan kecepatan dan keefesiansian 
waktu, namun hal tersebut harus sejalan dengan kualitas dan kuantitasnya. Maka 
sangat di perlukan sebuah media transportasi yang bisa mendukung segala 
keperluan di zaman dewasa ini. Dalam pengangkutan dikenal ada 3 macam bentuk 
pengangkutan, yaitu pengangkutan melalui darat yang dimana dibagi menjadi dua 
yaitu pengangkutan di atas rel (kereta api) dan pengangkutan melalui jalan raya, 
pengangkutan melalui laut, dan pengangkutan melalui udara. 
Angkutan udara merupakan pilihan alternatif yang paling efektif dan di 
sukai saat ini karena efisien, cepat dan ekonomis bagi pengangkutan antar pulau 
dan antar daerah terutama antara daerah dan pulau-pulau terpencil dan besar baik 
                                                             
1 Iwan Gayo, Upaya Warga Negara, Ctk. XX (Jakarta: Buku Pintar Seni Senior,1995), 
hal. 9.  
2 Sution Usman Adji, Hukum Pengangkutan Di Indonesia, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 




itu pengangkutan orang atau penumpang maupun pengangkutan barang.
3
 Menurut 
Undang-Undang Penerbangan Nomor 1 Tahun 2009 yang dimaksud dengan 
angkutan udara adalah “setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara 
untuk mengangkut penumpang, kargo, dan pos untuk satu kali perjalanan atau 
lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar 
udara”.
4
 Saat ini angkutan udara mengalami perkembangan yang sangat pesat hal 
tersebut dapat dilihat dari banyaknya perusahaan maskapai, baik maskapai 
penerbangan yang dikelola pihak swasta maupun oleh pihak pemerintah yang 
biasa disebut dengan Badan Usaha Milik Negara.  
Meningkatnya minat masyarakat terhadap angkutan udara diikuti pula 
dengan meningkatnya jumlah perusahaan penerbangan yang beroperasi di wilayah 
Indonesia, hal ini cukup menghawatirkan apabila perusahaan maskapai 
penerbangan tidak mengimbangi peningkatan kualitas pelayanannya sehingga 
rawan terhadap keselamatan dan dapat berdampak kurang baik terhadap 
kenyamanan, keamanan dan perlindungan konsumen
5
. 
Keamanan pesawat udara dan penumpang di bandar udara relatif tinggi, 
namun tidak sejalan dengan keamanan pelayanan bagasi yang tergolong rendah. 
Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya penumpang kehilangan barang (bagasi) 
mereka. Sebagai contoh kasus Pada tanggal 26 april 2016 seorang penumpang 
Sriwijaya Airlines rute Bandara Sekarno Hatta menuju Silangit, Sumatera Utara, 
bernama Mintauli Rajagukguk (65), mengaku kehilangan uang Rp. 13.000.000 
(tiga belas juta rupiah). Uang itu dsimpan dalam tas yang dimasukkan kedalam 
                                                             
3 E. Saefullah Wiradipradja, Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Hukum Pengangkutan 
Udara Internasional Dan Nasional (Yogyakarta: Liberty, 1989), hal. 1   
4 K Martono, Hukum Udara, Angkutan Udara dan Hukum Angkasa (Bandung: Alumni, 
1987), hal. 10.   
5E. Saefullah Wiradipraja, Tanggung Jawab Perusahaan Penerbangan terhadap 
Penumpang menurut Hukum Udara Indonesia (Jakarta: Jurnal Hukum Bisnis, 2006),  hal 5. 
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bagasi. Seluruh koper yang mereka bawa dmasukkan ke dalam bagasi, termasuk 
satu koper yang berisi uang sekitar Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah). tetapi 
pelaporan tersebut tidak langsung dilakukan pengecekan melainkan hanya 
membuat laporan kehilangan, kehilangan atau kerusakan bagasi pada kegiatan 
transportasi udara menunjukkan bahwa pengangkut tidak memenuhi 




Permasalahan lainnya yang menjadi sorotan adalah terjadinya beberapa 
kali laporan kehilangan barang bagasi dari bandara Sultan Hasanuddin Makassar 
pada salah satu maskapai penerbangan udara yaitu PT Sriwijaya Airlines, dalam 
hal penyelesaian hampir semua kasus hilangnya bagasi tersebut tidak terlaksana 
dengan baik yaitu dalam hal pemenuhan kewajiban berupa tanggung jawab 
penerbangan udara kepada penumpang yang mengalami kehilangan barang dalam 
bagasi. Seperti contoh kasus Pada tanggal 26 juli 2015 telah kehilangan bagasi 
penumpang atas nama saul rante lembang menggunakan jasa pelayanan angkutan 
udara PT Sriwijaya Airlines dari bandara Hasanuddin, Makassar menuju bandara 
Dominiq Eduard Osok, Sorong telah melaporkan bahwa bagasi hilang tetapi 
ironisnya setelah pemeriksaan kode bagasi justru sudah ditandai bahwa barang 
sudah diambil oleh pemilik.
7
 
Faktanya kedua masalah ini tidak ada tindakan lebih lanjut dari pihak 
maskapai penerbangan udara PT Sriwijaya Airlines untuk memberikan ganti 
kerugian kepada penumpang dan ini membuat penumpang merasa kecewa akan 
pelayanan yang diberikan pihak maskapai penerbangan PT Sriwijaya Airlines.  
                                                             
6R. Mei Amelia, “Bagasi Rusak, Penumpang Sriwijaya Air mengaku kehilangan 
uang Rp. 13 Juta”, Detik News, Kamis 26 April 2016, http://m.detik.com/news/berita/d-
3199, ( 23 Juli 2020 ). 
7 http://wijainews.com/pelayanan-maskapai-sriwijaya-air-kecewakan-penumpang.html di 
akses pada tanggal 27-05-2019, pukul 22:14 WITA 
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Menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 
Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkutan Angkutan Udara, tanggung 
jawab pengangkut adalah kewajiban perusahaan angkutan udara untuk mengganti 
kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pengirim barang serta pihak 
ketiga. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan 
tanggung jawab itu dimulai sebelum masa penerbangan (pre-flight service), pada 
saat penerbangan (in-flight service), dan setelah penerbangan (post-in flight 
service).  
Kerugian sebelum masa penerbangan (pre-flight service) misalnya 
berkaitan dengan pembelian tiket, penyerahan bagasi, penempatan bagasi pada 
rute yang salah atau terjadinya keterlambatan. Kerugian pada saat penerbangan 
(in-flight service) misalnya tidak mendapatkan pelayanan yang baik atau rasa 
aman untuk sampai di tujuan dengan selamat. Sedangkan kerugian setelah 
penerbangan (post-in flight service) antara lain sampai di tujuan terlambat, bagasi 
hilang atau rusak.  
Tanggung jawab maskapai penerbangan inilah yang menjadi sorotan bagi 
penumpang yang mengalami kehilangan barang. Mengingat dalam hal kewajiban 
maskapai penerbangan udara PT Sriwijaya Airlines adalah memberikan pelayanan 
yang baik serta bertanggung jawab dalam hal terjadi kerugian pada penumpang, 
maka penumpang mempunyai hak untuk mendapatkan ganti kerugian terutama 
dalam objek penelitian ini adalah barang penumpang yang hilang. 
Suatu perusahaan penyedia angkutan dalam menjalankan tugasnya harus 
bertanggungjawab terhadap perjanjian yang telah disepakati, karena pengiriman 
yang dilakukan tidaklah selalu berjalan dengan lancar, seperti barang yang dikirim 
tidak sampai, rusak atau pun hilang. Tanggung jawab merupakan suatu kondisi 
wajib menanggung segala sesuatu sebagai akibat dari keputusan yang diambil atau 
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tindakan yang dilakukan (apabila terjadi sesuatu dapat dipersalahkan).
8
 Dengan 
demikian tanggung jawab berkaitan erat dengan perjanjian (iltizām) yang 
disepakati. Umumnya langkah yang dapat dilakukan untuk mengklaim barang 
bagasi yang hilang yaitu:  
a) Segerahlah buat laporan kehilangan, berikan informasi selengkap-
lengkapnya.  
b) Deskripsikanlah rincihan barang bawaan anda dengan jelas, agar 
mempermudah pencarian pihak maskapai.  
c) Urus klaim secepatnya.  
d) Klaim juga asuransi perjalanan Anda, jika Anda memilikinya.  
Apabila tidak ada respon positif terhadap laporan yang telah dibuat maka dapat 
mengajukan laporan ke pengadilan atau melakukan upaya hukum diluar 
pengadilan. 
Salah satu undang-undang  yang menjelaskan tentang ganti rugi  yaitu 
pada Bab  VI UU No.8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen  tentang  
tanggung jawab pelaku usaha, Pasal 19 ayat (1) bahwasanya pelaku usaha 
bertanggungjawab memberikan  ganti  rugi  atas  kerusakan,  pencemaran  
dan/atau  kerugian  konsumen akibat  mengkonsumsi  barang  dan/atau  jasa  yang  
dihasilkan  atau  diperdagangkan, kemudian ayat (2) menjelaskan ganti rugi 
sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau 
penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara  nilainya  atau  
perawatan  kesehatan  dan/atau  pemberian  santunan  yang sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah disebutkan diatas 
mengenai kehilangan atau kerusakan barang milik penumpang merupakan hal 
                                                             
8Juwariyah, Hadis Tarbawi (Yogyakarta: Teras, 2010), hal. 99. 
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yang sering terjadi. Berkaitan dengan itu maka peneliti tertarik ingin mengetahui 
siapa saja pihak-pihak yang terkait, faktor- faktor yang mempengaruhi serta 
syarat-syarat yang harus dipenuhi dan bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban 
para pihak, serta ketentuan-ketentuan lain dalam pelaksanaannya jika barang 
penumpang hilang dan atau rusak serta memberikan gambaran tentang 
perlindungannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang 
Penerbangan serta penyeselesaiannya berdasarkan syariat dalam hukum islam. 
Maka dari itu peneliti ingin mengajukan judul. “Pertanggung Jawaban 
Terhadap Rusaknya Barang Bagasi Pesawat Di Bandara Sultan Hasanuddin 
Makassar (Telaah Hukum Islam)”.   
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B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus Penelitian 
Fokus penelitian ini adalah pada pertanggung jawaban kerugian 
penumpang terhadap rusaknya barang bagasi  di bandara Sultan Hasanuddin 
Makassar dalam pandangan hukum islam. 
2. Deskripsi Fokus 
a. Pertanggung jawaban; 
b. Barang bagasi pesawat 
c. Hukum Islam 
Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 
Pertanggung Jawaban  Pertanggung jawaban merupakan kewajiban 
menanggung segala sesuatu kerugian yang terjadi 
akibat kelalian dari pihak yang bertanggung jawab 
atas kerusakan maupun kehilangan barang dan 
dapat di tuntut sesuai dengan ketentuan yang telah 
disepakati. 
Barang Bagasi Pesawat Bagasi merupakan bawaan penumpang yang berisi 
barang-barang kebutuhan yang akan digunakan 
selama perjalanan, sesuai dengan ketentuan yang 
telah di tetapkan oleh masing-masing airlines.  
Hukum Islam Hukum Islam atau syariat islam merupakan kaidah-
kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT 
dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukalaf ( 
orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang 
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C. Rumusan Masalah 
Rumusan masalah ini terbagi beberapa bagian, dengan pokok 
permasalahnya yaitu Pertanggung Jawaban Terhadap Rusaknya Barang Bagasi 
Pesawat Di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar (Telaah Hukum Islam).? 
Berdasarkan pokok masalah tersebut, dirumuskan sub masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah bentuk pertanggung jawaban maskapai terhadap barang 
bagasi penumpang di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar? 
2. Bagaimana proses klaim pertanggung jawaban atas kerugian rusaknya 
barang bagasi penumpang di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar? 
3. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap bentuk pertanggung jawaban 
maskapai pada kerusakan barang bagasi penumpang di Bandara Sultan 
Hasanuddin Makassar? 
D. Kajian Pustaka 
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa literatur yang masih 
berkaitan dengan pembahasan yang dimaksud diantaranya adalah sebagai berikut: 
1. Sakti Adji Adisasmita, dalam bukunya “Perencanaan Insfrastruktur 
Transportasi Wilayah”, dalam buku ini membahas mengenai pentingnya 
kebutuhan transportasi dimasa dewasa ini dalam mengefisienkan waktu. 
Namun dalam bukunya tidak membahas mengenai tanggung jawab terhadap 
kerusakan barang di bagasi. 
2. E. Saefullah Wiradipraja, dalam bukunya “Tanggung Jawab Perusahaan 
Penerbangan terhadap Penumpang menurut Hukum Udara Indonesia” 
                                                             
9Iryani, Eva, Hukum Islam Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, https://Online-




membahas mengenai Meningkatnya minat masyarakat pada angkutan  udara  
diikuti  pula  dengan  peningkatan jumlah perusahaan penerbangan yang 
beroperasi di wilayah Indonesia. Namun dalam buku ini tidak membahas 
secara terperinci mengenai pertanggung jawaban terhadap rusaknya barang 
bagasi pesawat. 
3. Desmond Hutagaol, dalam bukunya  “Pengantar Penerbangan Perspektif 
Profesional” membahas mengenai pemberitahuan barang apa saja yang di 
perbolehkan dan yang dilarang untuk  di bawa demi keamanan penumpang 
dan awak pesawat. Namun dalam buku ini tidak membahas mengenai 
pertanggung jawaban terhadap rusaknya barang penumpang dalam pandangan 
hukum islam. 
4. H.M.N. Purwosutjipto, dalam bukunya “Pengertian Pokok Hukum Dagang 
Indonesia” membahas mengenai Bagasi yang merupakan  salah    satu    objek 
pengangkutan udara selain penumpang dan kargo, sehingga  sudah  menjadi  
kewajiban  pengangkut untuk     melaksanakan     pengangkutan     bagasi 
penumpang  dengan  selamat  sampai  di  tempat tujuan. Namun dalam buku 
ini tidak membahas secara terperinci mengenai pertanggung jawaban terhadap 
rusaknya barang bagasi. 
5. Suwidi, dalam bukunya “Kumpulan Fatwa DSN-MUI” membahas mengenai 
jaminan menurut pandang islam mengenai ganti rugi yang sesuai syariat 
islam. Namun dalam bukunya tidak membahas secara terperinci mengenai  
ganti rugi terhadap rusaknya barang bagasi pesawat. 
Dari uraian diatas, baik secara perorangan maupun secara kelompok belum ada 
yang membahas secara menyeluruh tentang Pertanggung Jawaban Terhadap 
Rusaknya Barang Bagasi di Pesawat (Telaah Hukum Islam). Meskipun dalam 
beberapa referensi, baik perorangan maupun kelompok telah membahas dan 
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melakukan penelitan mengenai Tanggung Jawab maskapai penerbangan yang 
hilang atau rusak. Oleh karena itu, peneliti akan meneliti persoalan tersebut 
dengan harapan semoga penelitian ini dapat melengkapi referensi penelitian 
sebelumnya. 
E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan 
Berdasarkan rumusan masalah yang telah di uraikan sebelumnya, maka 
yang menjadi tujuan penelitian yaitu sebagai berikut: 
a. Untuk mengetahui bentuk-bentuk pertanggung jawaban yang diberikan 
pihak maskapai atau siapapun yang berwenang terhadap kerugian yang 
dialami penumpang yang berkaitan dengan rusaknya barang bagasi di 
Bandara Sultan Hasanuddin Makassar 
b. Untuk mengetahui dan memahami proses penyelesaian klaim bagasi yang 
rusak di bandara sultan hasanuddin makassar 
c. Untuk mengetahui konsep pertanggung jawaban dan perlindungan atas 
kerugian penumpang yang mengalami kerusakan barang bagasi dalam 
perspektif hukum Islam. 
2. Kegunaan Penelitian  
Berdasarkan rumusan masalah pada uraian sebelumnya, maka peneliti 
berharap dapat memberikan kegunaan sebagai berikut: 
a. Secara Teoritis 
Secara teoritis penulisan skripsi ini diharapkan berguna untuk masyarakat 
yang mengalami masalah kerusakan barang dan dapat menjadi referensi bagi 
pihak yang ingin mengetahui lebih dalam tentang bagaimana pertanggung 
jawaban hukum islam terhadap rusaknya barang bagasi di Bandara Sultan 
Hasanuddin Makassar.  
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b. Secara Praktis 
1) Memberikan jawaban terhadap pokok permasalahan yang diteliti. 
2) Menambah dan memperluas wawasan pengetahuan penulisan dalam karya 
ilmiah, dimana penulisan ini merupakan sarana untuk memaparkan dan 
memantapkan ilmu pengetahuan yang telah diterima dalam perkuliahan. 
3) Dapat memberikan sumbangan pemikiran pada semua pihak yang terkait 
pertanggung jawaban hukum islam terhadap rusaknya barang bagasi di 









A. Pengertian Pertanggung Jawaban 
1. Pengertian Tanggung Jawab 
Pengertian atau makna tanggung jawab dapat dibagi menjadi 3 (tiga 
kategori), yaitu accountability, responsibility, dan liability. Accountability 
biasanya terkait dengan tanggung jawab keuangan. Responsibility, harus 
menanggung semua yang terjadi. Liability, berarti menanggung semua kerugian 




Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah 
kewajiban untuk menanggung segala sesuatu apabila terjadi apa-apa dapat di 
tuntut, dipersalahkan, dan di perkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab 




Secara etimologi tanggung jawab adalah adalah suatu keadaan wajib 
menanggung segala sesuatunya, kalau ada sesuatu yang boleh dituntut, 
dipersalahkan, diperkarakan.
3
 Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu 
                                               
1H.K. Martono dan Ahmad Sudiro, Hukum Angkutan Udara Berdasarkan UU RI No. 1 
Tahun 2009, (Rajawali Pers: Jakarta, 2011), hal 213-216. 
2Andi Hamzah, Kamus Hukum (Ghalia Indonesia: Jakarta, 2005), hal.28.  







akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan 
dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.
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2. Tanggung jawab menurut hukum positif indonesia 
Konsep “tanggung jawab” menjadi dasar penyelesaian ganti kerugian. 
Konsep ini menjelaskan  perbuatan  mana  yang  dirumuskan  dalam  masalah  
sebagai  batas tanggung  jawab  pengangkut.  Dalam  hal  ini,  perbuatan  kelalaian  
pengangkut mengakibatkan timbul kerugian bagi pemilik barang yang diangkut.  
   Menurut hukum perdata, kewajiban dasar dibagi menjadi dua jenis, yaitu 
kesalahan dan risiko. Oleh karena itu, disebut tanggung jawab berdasarkan 
kesalahan (tanggung jawab bukan berdasarkan kesalahan) dan tanggung jawab 
tanpa kesalahan yang diketahui (tanggung jawab tanpa kesalahan), yang disebut 
tanggung jawab risiko atau tanggung jawab absolut (tanggung jawab ketat). 
Prinsip dasar akuntabilitas berbasis kesalahan berarti bahwa seseorang harus 
melakukan kesalahan karena dia telah membuat kesalahan karena itu menyakiti 
orang lain. Sebaliknya, prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen 
penggugat tidak lagi diperlukan, tetapi produsen terdakwa secara langsung 
menanggung risiko komersial. 
Pasal 22 ayat 1 UU No. 1 tahun 2009 tentang penerbangan menetapkan 
bahwa tanggung jawab perusahaan pengangkut adalah perusahaan angkutan udara 
berkewajiban memberi kompensasi kepada penumpang dan / atau kargo dan pihak 
ketiga atas kerugian yang diderita. 
Pasal 1 ayat 3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 
tentang tanggung jawab pengangkut, Sebagai tanggung jawab perusahaan 
                                               







angkutan udara, perusahaan pengangkut bertanggung jawab untuk memberikan 
kompensasi kepada penumpang dan / atau pengirim barang dan pihak ketiga atas 
kerugian yang diderita. 
Undang-undang transportasi mengakui tiga prinsip pertanggung jawaban. 
Bagaimana membedakan prinsip-prinsip pertanggung jawaban ini pada dasarnya 
adalah masalah pembuktian, yaitu apakah ada pertanggungjawaban untuk 
dibuktikan, dan siapa yang menanggung beban pembuktian selama penuntutan. 
Ketiga prinsip tanggung jawab ini adalah sebagai berikut: 
1. Tanggung Jawab Hukum Atas Dasar Kesalahan (Liability Based on Fault) 
Pertanggungjawaban berbasis kesalahan (fault-based liability) adalah 
prinsip yang sangat umum berlaku dalam hukum perdata, khususnya Pasal 1365 
KUH Perdata, yang biasanya disebut sebagai klausul tentang tindakan ilegal, yang 
membutuhkan realisasi empat elemen dasar, yaitu: 
a) Adanya perbuatan; 
b) Adanya unsur kesalahan; 
c) Adanya kerugian yang diderita; 
d) Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian. 
Kesalahan adalah unsur ilegalitas. Konsep "hukum" tidak hanya 
melanggar hukum, tetapi juga melanggar etika dan etika sosial. Prinsip tanggung 
jawab ini dapat diterima karena adil untuk memberikan kompensasi kepada 
korban atas kesalahannya. Dengan kata lain, tidak adil bahwa orang yang tidak 
bersalah harus memberi kompensasi kepada orang lain atas kerusakan yang 
diderita. 
Tanggung jawab atas kesalahan ini berlaku untuk semua perusahaan 






berdasarkan kelalaian), jika penumpang ingin memperoleh kompensasi atas 
kerugian yang diderita, penumpang harus membuktikan kelalaian perusahaan 
yang bersangkutan, dan perusahaan transportasi harus membuktikan bahwa 
kesalahan tersebut tidak ada di pihak perusahaan transportasi. Untuk penumpang 
dengan bagasi yang hilang, rusak atau rusak, tanggung jawab untuk transportasi 
udara selanjutnya diatur dalam Pasal 5 dari Tanggung Jawab Pengangkut 
Angkutan Udara dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 77 tahun 2011. 
Tanggung jawab berbasis kesalahan melemahkan hak-hak penumpang 
karena mereka tidak memiliki keahlian untuk membuktikan kesalahan 
pengangkut. Tanggung jawab operator terbatas pada level tertinggi setinggi 
kehilangan penumpang. Jika posisi kedua belah pihak (konsumen dan penumpang 
dari kapal induk) memiliki kapasitas yang sama sehingga mereka dapat saling 
membuktikan kesalahan masing-masing, maka konsep tanggung jawab 
berdasarkan kesalahan dianggap adil. 
2. Tanggung  Jawab  Hukum  Atas  Dasar  Praduga  Bersalah  (Presumption  
of Liability) 
Prinsip tersebut menetapkan bahwa pembawa harus selalu memikul 
tanggung jawab sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Beban 
pembuktian ada pada pembawa. Tanggung jawab hukum berdasarkan anggapan 
hukum dalam transportasi udara telah dikonfirmasi. Mengenai prinsip 
pertanggungjawaban, khususnya dalam teori hukum transportasi, ada empat 
(empat) perubahan : 
a. Sebuah. Pengangkut dapat membuktikan bahwa kerusakan yang 







b. Pengangkut dapat membuktikan bahwa ia telah mengambil tindakan yang 
diperlukan untuk menghindari kerugian, dan dapat dibebaskan dari 
tanggung jawab.; 
c. Pengangkut dapat dibebaskan dari tanggung jawab jika terbukti tidak 
memiliki kesalahan dan menderita kerugian.; 
d. Jika kerugian disebabkan oleh kesalahan / kelalaian penumpang atau 
karena kualitas / kualitas barang yang diangkut, pengangkut tidak 
bertanggung jawab. 
Menurut konsep tanggung jawab hukum berdasarkan anggapan tanggung 
jawab, maskapai dianggap bersalah, sehingga maskapai harus secara hukum 
memberi kompensasi kepada penumpang atas kerusakan yang diderita tanpa 




3. Tanggung Jawab Hukum Mutlak (Strict Liability) 
Tanggung jawab yang ketat biasanya dianggap sebagai prinsip kewajiban 
absolut. Meski demikian, ada ahli yang membedakan kedua istilah di atas. 
Tanggung jawab ketat adalah prinsip tanggung jawab yang menentukan 
kesalahan daripada faktor. Namun, ada beberapa pengecualian yang dapat 
dikecualikan dari tanggung jawab, seperti force majeure. Tanggung jawab absolut 
adalah prinsip tanggung jawab, tidak ada kesalahan dan tidak ada pengecualian. 
Selain itu, ada pandangan serupa yang menghubungkan apakah ada hubungan 
sebab akibat antara subjek yang bertanggung jawab dan kesalahannya..  
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Konsep tanggung jawab mutlak (Strick Liability) berlaku untuk liabilitas 
operator pesawat udara kepada pihak ketiga. Dalam konsep tanggung jawab 
absolut, operator tidak dapat membebaskan dirinya dari kewajiban membayar 
kompensasi. Operator mengacu pada individu atau badan hukum yang 
mengoperasikan pesawat udara dengan cara komersial (penerbangan) atau non-
komersial (penerbangan umum). 
Menurut Koesnadi Hardjasoemantri, konsep tanggung jawab absolut 
terutama diartikan sebagai kewajiban absolut terkait dengan terjadinya kerusakan. 
Salah satu karakteristik utama dari kewajiban absolut adalah bahwa tidak ada 




B. Istilah Barang dan Bagasi 
1. Pengertian barang dan bagasi 
Bagasi adalah objek pengangkutan udara selain penumpang dan kargo, 
barang bawaan juga merupakan salah satu objek transportasi udara, oleh karena 
itu, menjadi tanggung jawab pengangkut untuk secara aman mengangkut barang 
bawaan penumpang ke tujuan. Istilah "selamat" berarti bahwa jika transportasi 
"tidak aman", itu adalah tanggung jawab pengangkut. Situasi "tidak aman" ini 
memiliki dua arti: item tidak ada, hilang, rusak atau ada, tetapi sebagian atau 
seluruhnya rusak. 
Menurut Pasal 1, Bab 1, Bab 23, 24 dan 25, Bab 1 Ketentuan Umum 
tentang Penerbangan, Persiapan Kargo, Bagasi Terdaftar dan Bagasi Barang di 
UURI No. 1 tahun 2009. 
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Pasal 1 No 24 menjelaskan definisi bagasi tercatat, yang merupakan 
barang penumpang yang diserahkan oleh penumpang kepada pengangkut untuk 
diangkut dengan pesawat yang sama. 
Pasal 1 No 25 menjelaskan pengertian barang bawaan sebagai barang yang 
dibawa oleh penumpang dan dilakukan di bawah pengawasan penumpang itu 
sendiri. 
Kegiatan transportasi udara barang-barang bagasi diangkut dan dibawa ke 
bagasi penumpang pesawat, dan para penumpang dan operator setuju untuk 
menunjukkan identifikasi bagasi dalam dokumen transportasi udara. Penumpang 
telah mengirimkan kargo ke kapal induk ke kapal induk.  
Harus mematuhi peraturan kargo yang tidak boleh dibawa penumpang. 
Setiap kali Anda terbang, pemberitahuan item ini dimaksudkan untuk memastikan 
keamanan bersama di antara orang-orang. Penumpang dan anggota kru dilarang 
membawa barang-barang berbahaya dan barang-barang berharga ke dalam kabin 
atau barang bawaan sebagai barang bawaan. Benda berbahaya, seperti senjata, 
benda tajam dan benda mudah terbakar yang dapat melukai orang. Dan barang-
barang berharga seperti uang, perhiasan dan dokumen penting. 




a. Bagasi adalah barang kecil dan penumpang dapat duduk di kursi mereka, 
seperti tas tangan. Keberadaan barang-barang ini tidak perlu dilaporkan ke 
operator, barang-barang ini gratis. 
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b. Barang-barang bagasi adalah barang-barang yang dilaporkan kepada 
operator, dan penumpang dapat memperoleh identifikasi bagasi 
berdasarkan ini. Penumpang yang mencapai berat tertentu dapat 
melaporkan barang bawaan mereka secara gratis. 
Dalam transportasi udara, terminologi memiliki dua (dua) jenis barang 
bawaan, yaitu barang bawaan dan barang bawaan. Seperti yang kami temukan 
dalam UU Penerbangan No. 1 tahun 2009, perbedaan antara bagasi terdaftar dan 
bagasi kabin adalah sebagai berikut: 
a. Bagasi check-in adalah kargo penumpang yang dikembalikan penumpang 
ke pengangkut untuk transportasi di pesawat yang sama. 
b. Bagasi barang bawaan adalah barang yang dibawa oleh penumpang dan 
berada di bawah pengawasan penumpang. 
Jika bagasi terdaftar dianggap hilang, rusak, atau rusak dalam 14 hari 
kalender sejak tanggal aktivitas transportasi udara dan berada di bawah 
pengawasan bagasi terdaftar, pengirim harus bertanggung jawab. Istilah "di bawah 
kendali pengangkut" dalam Pasal 144 UU No. 1 tahun 2009 tentang penerbangan 
mengacu pada waktu ketika pengangkut menerima kargo pada saat laporan (naik) 
sampai penumpang mengambilnya di bandara tujuan Sampai barang. Kecuali jika 
penumpang dapat membuktikan bahwa kerugian itu disebabkan oleh tindakan 
pembawa atau karyawan, pembawa tidak bertanggung jawab atas kehilangan yang 
disebabkan oleh bagasi kabin yang hilang, rusak atau rusak. 
Dalam kegiatan pengangkutan barang, pengangkut memainkan peran 
penting sebagai pihak yang mengangkut barang dan / atau orang secara aman dari 
tempat tertentu ke tujuan tertentu. Sebagai pihak yang melakukan pengangkutan, 






pengirim untuk diangkut. Kita tahu bahwa tanggung jawab pengangkut terletak 
pada kewajiban pengangkut untuk mengangkut barang dengan aman dari tempat 
pemuatan ke tujuan 
 
C. Hukum Angkutan Udara 
1. Pengertian Pengangkutan Udara  
Transportasi adalah tentang pergerakan benda dan manusia, karena 
gerakan mutlak diperlukan untuk mewujudkan dan meningkatkan pendapatan dan 
efisiensi. Meskipun transportasi dianggap sebagai perjanjian (agreement), 
biasanya verbal, tetapi akan selalu didukung oleh dokumen transportasi yang 
membuktikan bahwa perjanjian telah tercapai. Perjanjian transportasi juga dapat 
disimpulkan secara tertulis, yang disebut charter party (kontrak sewa). 
Transportasi adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dan 
pengirim, pengangkut mengikat diri dengan aman mengangkut barang dan / atau 
orang dari tempat tertentu ke tujuan, sedangkan pengirim mengikat diri untuk 
membayar transportasi. 
Menurut Abdulkadir Muhammad (Abdulkadir Muhammad), transportasi 
berasal dari istilah dasar "transportasi", yang berarti mengangkat dan mengangkut, 
memuat dan mengangkut. Transportasi mengacu pada transportasi pengangkutan, 
bongkar muat transportasi. Transportasi mengacu pada pengangkatan dan 
pengiriman barang atau orang, pemuatan dan transportasi barang atau orang, dan 
pengangkutan barang atau orang. Oleh karena itu, sejauh menyangkut 







Beberapa definisi transportasi dapat secara langsung memberikan 
gambaran umum transportasi sehingga semua aspek transportasi dapat 
diidentifikasi, termasuk: 
a. Pelaku adalah orang yang terlibat dalam transportasi. Pelaku di sini 
muncul dalam bentuk entitas komersial, seperti perusahaan transportasi, 
tetapi juga individu pribadi, seperti pekerja transportasi pelabuhan. 
b. Alat transportasi, yang merupakan alat yang digunakan untuk transportasi. 
Alat ini digerakkan secara mekanis dan mematuhi persyaratan hukum, 
seperti kendaraan bermotor, kapal, kapal penerbangan, dan crane. 
c. Kargo / Penumpang, muatan yang dibawa. Barang yang dimuat diangkut 
adalah barang perdagangan legal dan legal. Dalam arti komoditas 
termasuk hewan. 
d. Perilaku, yaitu aktivitas mengangkut barang atau penumpang dari 
pemuatan ke turun di tujuan yang ditentukan. 
e. Fungsi transportasi adalah untuk meningkatkan penggunaan dan nilai 
barang atau penumpang (tenaga kerja). 
f. Tujuan transportasi, yaitu, sampai atau sebelum mencapai tujuan yang 
aman, biaya transportasi dibayar penuh.
8
 
Jika "transportasi" didefinisikan dalam definisi, proses mengacu pada 
proses pemuatan barang atau penumpang ke dalam alat transportasi, mengangkut 
barang atau penumpang dari lokasi pemuatan ke tujuan, dan menurunkan barang 
atau penumpang dari alat transportasi ke lokasi yang ditunjuk. 
Dari pengertian di atas, ada serangkaian pergeseran dalam arti luas dan 
pergeseran dalam arti sempit.
9
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a. Dalam arti luas, terdiri dari : 
1. Memuat penumpang atau barang ke dalam alat pengangkut; 
2. Membawa penumpang atau barang ke tempat tujuan; dan 
3. Menurunkan penumpang atau membongkar barang di tempat tujuan. 
b. Dalam arti sempit, meliputi kegiatan membawa penumpang dan/ atau 
barang dari stasiun/ terminal/ pelabuhan/ Bandar udara ke tempat tujuan. 
Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 2009 tentang Penerbangan, Pasal 1, 
paragraf 26, definisi media pembawa: “Pengangkut adalah entitas perusahaan 
angkutan udara komersial yang mengadakan kegiatan transportasi udara komersial 
yang melakukan kegiatan transportasi udara komersial sesuai dengan ketentuan 
undang-undang ini. Pemegang izin, dan / atau agensi menandatangani kontrak 
perjanjian transportasi udara komersial untuk bisnis selain entitas bisnis 
transportasi udara komersial. "Transportasi udara mengacu pada penggunaan 
pesawat untuk mengangkut penumpang, kargo dan / atau surat untuk satu 
perjalanan atau beberapa Transportasi bandara ke bandara lain atau setiap 
kegiatan beberapa bandara. 
Perusahaan transportasi udara mengacu pada perusahaan kargo udara yang 
memungut bayaran dari pemerintah untuk mendapatkan lisensi pengoperasian 
untuk penggunaan pesawat terbang sipil.
10
 Pada saat yang sama, dimungkinkan 
untuk mendefinisikan perusahaan transportasi udara atau organisasi yang biasa 
disebut maskapai penerbangan, yaitu organisasi yang menyediakan layanan 
penerbangan untuk penumpang atau kargo. Mereka menyewa atau memiliki 
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pesawat terbang untuk menyediakan layanan ini, dan dapat membentuk kemitraan 
atau aliansi dengan maskapai lain untuk mencapai saling menguntungkan. 
Pada dasarnya, selain barang segar, relatif ringan dan bernilai tinggi, 
transportasi udara juga penting bagi penumpang. Transportasi udara 
membutuhkan bandara dan rute udara. Rute udara mengacu pada ruang udara atau 
ruang yang dimaksudkan untuk dilewati pesawat. Pesawat beroperasi di ruang 
atau ruang dan pesawat bergerak dari satu port ke port lain atau terbang ke port 
lain. 
Transportasi udara adalah pesawat terbang. Mempertimbangkan bahwa 
pesawat terbang sering disalahpahami dalam praktik dan kadang-kadang dikacaukan 
dengan pesawat terbang atau pesawat terbang, perlu untuk menjelaskan definisi 
pesawat terbang atau kapal terbang.11 
Sebelum mengatur transportasi udara, perjanjian transportasi harus dicapai 
antara pengangkut dan pemilik penumpang atau kargo. Perjanjian transportasi 
adalah perjanjian di mana satu pihak berjanji untuk memindahkan orang atau 




2. Perjanjian Pengangkutan Udara 
a. Pengertian Perjanjian Pengangkutan Udara 
Perjanjian adalah peristiwa di mana satu orang menjanjikan orang lain atau 
dua orang berjanji satu sama lain untuk melakukan sesuatu, mulai dari acara 
tersebut. Ini berarti bahwa perjanjian ditandatangani antara dua atau lebih orang 
                                               
11 Sinta Uli, Pengangkutan, Suatu Tinjauan Hukum Multimoda Transport Angkutan Laut, 
Angkutan Darat, dan Angkutan Udara, (USU Press: Medan, 2006), hal. 86. 






yang masuk ke dalam perjanjian, dan bentuknya berisi komitmen atau 
kemampuan lisan atau tertulis.
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Pasal 29, Pasal 1 UU No. 1 tahun 2009 menetapkan bahwa perjanjian 
transportasi udara adalah perjanjian antara pengangkut dan penumpang dan / atau 
pengirim barang untuk menukar penumpang dan / atau kargo dengan pesawat 
dengan imbalan pembayaran atau lainnya. Formulir layanan. 
Transportasi adalah bentuk kesepakatan bersama antara pengangkut dan 
pihak yang diangkut (penumpang dan / atau pengirim), di mana pengangkut 
membatasi diri untuk mengangkut barang dan / atau orang ke tujuan tertentu, dan 




Menurut Pasal 1313 KUHPerdata, yang dimaksud dengan persetujuan 
adalah : 
”Suatu perbuatan dimana satu orang/lebih mengikatkan diri terhadap satu 
orang/lebih” 
Artikel tersebut menunjukkan bahwa ada perjanjian sepihak, tetapi pada 
kenyataannya, perjanjian satu orang (lebih mengikat diri untuk mencapai / 
bertentangan dengan prestasi), sehingga perjanjian tersebut mencakup partisipasi. 
Dalam dunia bisnis, suatu perjanjian disebabkan oleh tercapainya suatu perjanjian, 
di samping itu, suatu perjanjian disebabkan oleh hukum. Persyaratan umum untuk 
keabsahan perjanjian diatur dalam Pasal 1320 Hukum Pidana. Menurut ketentuan 
pasal ini, jika : 
1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 
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3. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 
4. Suatu pokok persoalan tertentu; 
5. Suatu sebab yang tidak terlarang. 
Dasar dari perjanjian transportasi udara adalah perjanjian yang 
menciptakan hak dan kewajiban, dan itu adalah perjanjian. Oleh karena itu, 
perjanjian transportasi juga harus memenuhi persyaratan hukum dari perjanjian 
yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. 
b. Para Pihak dalam Perjanjian Pengangkutan Udara 
Pihak – pihak yang terlibat dalam perjanjian pengangkutan udara adalah 
sebagai berikut : 
1. Pengangkut 
Secara umum, hak pengangkutan adalah hak untuk mengumpulkan 
biaya transportasi dari layanan transportasi yang disediakan oleh 
penumpang atau pengirim barang yang dikirim, dan hak untuk menolak 
untuk membawa atau mengangkut penumpang yang tidak dikenal. Hal ini 
dapat ditemukan di tiket pesawat, yang menyatakan bahwa operator 
memiliki hak untuk mentransfer implementasi atau implementasi 
perjanjian transportasi ke maskapai lain dan mengubah situs yang 
disepakati. 
Biasanya, kewajiban operator adalah untuk mengangkut barang atau 
penumpang dan barang bawaan mereka dan menyimpannya selama mungkin 
sampai mereka mencapai tujuan mereka.. 
Ada beberapa kewajiban pokok pengangkut khususnya pada pengangkutan 






a. Mengangkut penumpang dan / atau barang dan menerbitkan 
dokumen transportasi dengan imbalan hak untuk membayar 
transportasi; 
b. Jika keberangkatan penerbangan komersial dibatalkan, kembalikan 
biaya transportasi yang dibayar oleh penumpang dan / atau 
pengirim; 
c. Dapat menjual barang yang disimpan yang mudah rusak karena 
sifat barang (bukan karena penyitaan), lebih dari dua belas (dua 
belas) jam setelah penerima barang tidak menerima pemberitahuan; 
d. Jika terbukti sebagai kesalahan pengangkut, ia harus bertanggung 
jawab atas kematian, cedera penumpang yang diangkut, kerusakan 
atau kehilangan barang yang diangkut, keterlambatan dalam 
mengangkut penumpang dan / atau barang. 
2. Penumpang 
Penumpang adalah orang yang mengikat dirinya untuk menjadi orang yang 
akan diangkut atau semua orang / orang hukum yang menggunakan jasa 
transportasi darat, udara, laut dan kereta api untuk mengikat biaya transportasi. 
Penumpang memiliki beberapa karakteristik, sebagai berikut: 
a. Orang yang berstatus pihak dalam perjanjian pengangkutan; 
b. Membayar biaya angkutan; dan 
c. Pemegang dokumen angkutan 
Penumpang berkewajiban utama membayar biaya pengangkutan dan 
berhak atas pelayanan pengangkutan.
15
 Ada dua (dua) jenis penumpang dalam 
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transportasi udara, yaitu subjek hukum dan objek hukum. Itu sah karena 
penumpangnya adalah orang yang mengikat dirinya kepada pengangkut. Karena 
penumpang adalah muatan yang dibawa oleh pengangkut, dikatakan bahwa 
penumpang adalah barang yang sah. 
Secara umum, hak penumpang mengacu pada hak untuk diangkut ke 
tujuan oleh pesawat yang ditunjuk atau dipesan dalam perjanjian transportasi 
udara yang relevan, hak untuk kompensasi ketika penumpang menderita kerugian, 
hak untuk mendapatkan layanan berkualitas, dan hak untuk mencapai tujuan Hak 
atas keamanan selama perjalanan. 
3. Dokumen Pengangkutan Udara 
Dokumen transportasi udara adalah bukti yang dikeluarkan oleh 
pengangkut yang membuktikan bahwa penumpang atau pemilik muatan memiliki 
hak untuk mengangkut pengangkutan. Ada dua jenis dokumen transportasi udara 
(dua jenis), sebagai berikut: 
a) Tiket Penumpang 
Menurut Pasal 27, Paragraf 1, UU Penerbangan No. 1 tahun 2009, tiket 
adalah dokumen yang dicetak melalui proses elektronik atau bentuk lainnya. Ini 
adalah salah satu bukti dari perjanjian transportasi udara antara penumpang dan 
pengangkut, dan juga penggunaan pesawat oleh penumpang. Salah satu hak 
transportasi udara atau pesawat. 
Tiket penumpang membuktikan bahwa seseorang telah membayar 
transportasi udara dan karena itu memiliki hak untuk naik pesawat. Tiket juga 







Jika tiket tidak mengandung informasi ini atau tidak diberikan kepada 
operator, Anda tidak berhak menggunakan ketentuan hukum ini untuk membatasi 
tanggung jawab. Selain tiket, identifikasi bagasi juga dapat membuktikan bahwa 
penumpang mempercayakan kargo ke maskapai: 
a. Nomor, tempat, dan tanggal penerbitan; 
b. Nama penumpang dan nama pengangkut; 
c. Tempat, tanggal, waktu penerbangan, dan tujuan pendaratan; 
d. Nomor penerbangan; 
e. Tempat  pendaratan  yang  direncanakan  antara  tempat  pemberangkatan  
dan tempat tujuan, apabila ada; 
f. Pernyataan bahwa pengangkut tunduk pada ketentuan dalam undang – 
undang ini. 
Jika tiket tidak mengandung informasi ini atau tidak diberikan kepada 
operator, Anda tidak berhak menggunakan ketentuan hukum ini untuk membatasi 
tanggung jawab. Selain tiket, identifikasi bagasi juga dapat membuktikan bahwa 
penumpang mempercayakan kargo ke maskapai. 
b) Tanda Pengenal Bagasi 
Identifikasi bagasi atau yang biasa disebut dengan tiket bagasi adalah 
dokumen yang diberikan kepada penumpang ketika mereka menyerahkan bagasi 
mereka ke maskapai penerbangan selama prosedur check-in. 
Identifikasi bagasi atau tiket bagasi adalah bukti dari tahanan kargo, dan 
kemudian ketika penumpang lepas landas dari pesawat, bagasi akan diminta untuk 
dikembalikan. Dari perspektif perjanjian transportasi, perjanjian perwalian adalah 






terkait erat dengan perjanjian transportasi.
16
 Namun demikian, tidak adanya tiket 
bagasi tidak akan mempengaruhi keberadaan atau keefektifan perjanjian 
transportasi udara, tetapi peraturan organisasi transportasi udara harus tetap 
diikuti. Pasal 5 (3) dari Peraturan Transportasi Udara menetapkan bahwa jika 
maskapai penerbangan menerima bagasi untuk diangkut tanpa memberikan tiket 
bagasi, ia tidak memiliki hak untuk menggunakan ketentuan-ketentuan Peraturan 
Transportasi Udara untuk membatalkan atau membatasi itu. Ketentuan tanggung 
jawab. 
Dapat disimpulkan bahwa maskapai penerbangan harus menyediakan 
penumpang dengan tiket bagasi, jika tidak, jika bagasi hilang atau rusak, 
perusahaan penerbangan akan kehilangan arahnya.. 
Tanda pengenal bagasi atau tiket bagasi harus berisi : 
a. Tempat dan tanggal pemberian; 
b. Tempat pemberangkatan dan tempat tujuan; 
c. Nama dan alamat pengangkut; 
d. Nomor tiket penumpang; 
e. Pemberitahuan bahwa bagasi akan diserahkan kepada pemegang tiket 
bagasi; 
f. Jumlah barang bagasi dan berat barang bagasi maksimal 20kg; 
g. Pemberitahuan  bahwa  pengangkutan  bagasi  ini  tunduk  pada ketentuan-
ketentuan mengenai tanggung jawab yang diatur dalam 
Ordonasi Pengangkutan Udara. 
                                               
16H. M. N Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3 Hukum 






Tiket penumpang dan identifikasi bagasi atau tiket bagasi dapat 
digabungkan menjadi satu dokumen transportasi udara, yang berisi ketentuan 
barang-barang di bagasi. 
D. Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Islam 
1. Pengertian tanggung jawab menurut hokum islam 
Akuntabilitas bukanlah pemahaman Barat, tetapi pemahaman Islam. 
Beberapa orang suka mengaitkan apa yang mereka sukai dengan Barat dan 
menganggapnya sebagai produk pemikiran Barat. Tanggung jawab adalah bagian 
dari ajaran Islam dan disebut mas'uliyyah. Tanggung jawab berarti bahwa setiap 
orang, terlepas dari statusnya, terlebih dahulu harus bertanya pada dirinya sendiri 
apa yang mendorongnya untuk bertindak, berbicara dan merencanakan sesuatu. 
Apakah perilaku itu didasarkan pada akal sehat dan kesalehan, atau perilaku yang 
dipicu oleh pemujaan diri, keinginan, dan ambisi pribadi? Jika seseorang dapat 
menenangkan hati nuraninya dan menanggapi panggilan jiwa batin, maka tentu 
saja dia dapat bertanggung jawab kepada orang lain..  
Memiliki mata memungkinkan Anda untuk melihat dan mengenali 
sesuatu, kemudian memiliki telinga memungkinkan Anda untuk mendengarkan 
barang-barang yang akan diubah menjadi hati dan tubuh, dan memiliki hati 
memungkinkan Anda untuk merasakan, memutuskan, dan membuat pilihan yang 
merupakan esensi kemanusiaan. Dalam hatinya, semua ini adalah sarana yang 
diberikan oleh Allah SWT dan akan mengambil tanggung jawab di masa depan. 
Kita semua harus bertanggung jawab atas semua yang kita lihat. Sudahkah kita 
melihatnya, haruskah kita berhati-hati? Apakah kita ingin menonton? Apakah kita 
ingin mendengarkan? Apakah kita akan membuat keputusan dan 






Pada prinsipnya tanggungjawab dalam Islam itu berdasarkan atas 
perbuatan individu saja sebagaimana ditegaskan dalam Q.S Al Mudatstsir74:/38  
ُّ َنۡفِۢس بَِما َلَسَبۡت َريِيَوٌة     ٣٨ُكل
Terjemahnya: 




Tafsir QS. Al Muddatstsir (74) : 38. Oleh Muhammad Quraish Shihab: 
Setiap jiwa akan mendapat balasan dari kejahatan yang diperbuatnya, 
kecuali golongan muslim yang telah membebaskan diri dengan melakukan 
ketaatan. 
Ayat ini menegaskan bahwa tanggung jawab tidak hanya terletak pada apa 
yang ia lakukan, tetapi juga meluas ke semua konsekuensi dan jejak dari tindakan 
ini. Orang yang meninggalkan pengetahuan, amal, spesies ikan atau anak-anak 
yang saleh, selama mereka masih merasa bekas luka, semua ini akan 
meninggalkan tanda kebaikan. Dapat dilihat bahwa mereka yang berbuat baik atau 
jahat akan diberi ganjaran atau menanggung dosa mereka sendiri, ditambah 
mereka yang meniru akan mendapat ganjaran atau dosa. 
Namun, perilaku seseorang merupakan tindakan seseorang pada waktu, 
tempat, dan kondisi tertentu, yang dapat meninggalkan jejak atau memengaruhi 
orang lain. Inilah sebabnya mengapa tanggung jawab terbatas pada tindakannya 
sendiri, atau jika efek dari tindakannya berlanjut sampai setelah kematiannya, 
dapatkah dia lulus tanpa batas waktu? 
Orang pintar harus mempertimbangkan hal ini, agar tidak meremehkan 
perbuatan baik sedikit pun, atau bahkan untuk berbuat dosa ringan, bahkan dengan 
                                               







biji sesawi. Mengapa demikian? Perbuatan baik atau perbuatan jahat pada 
awalnya kecil, tetapi jika efek dan konsekuensinya berlangsung lama, ganjaran 
atau dosa akan besar. 
Beliau mengulangi ayat ini beberapa kali karena dia mempertimbangkan 
tanggung jawab pemimpin akhirat ketika dia melakukan kesalahan. Dalam narasi 
lain, Umar bin Khatab (Umar bin Khatab) kemudian menggunakan kata-kata 
terkenalnya untuk mengekspresikan tanggung jawab pemimpin Ashirat.:  
“Seandainya seekor keledai terperosok di kota Baghdad nicaya Umar 
akan dimintai pertanggungjawabannya, seraya ditanya : Mengapa tidak 
meratakan jalan untuknya?”  
Itulah dua dari ribuan contoh yang pernah dilukiskan para salafus sholih 
tentang tanggungjawab pemimpin di hadapan Allah kelak.  
Tanggung jawab seseorang terkait erat dengan kewajiban yang dikenakan 
padanya. Semakin tinggi posisi di masyarakat, semakin tinggi pula tanggung 
jawabnya. Para pemimpin nasional bertanggung jawab atas tindakan mereka 
sendiri, keluarga mereka, saudara dan saudari, komunitas dan orang-orang. 
2. Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Hukum Islam 
Tanggung jawab lebih diartikan sebagai memaksakan pelaku pada hasil 
dari jari selundupan. Jika seseorang terbukti bersalah atas tindakan Jarimah, maka 
ia bebas (tidak dipaksa) dan tahu arti dan konsekuensi dari tindakan tersebut. 
Kemudian pelaku Jarimah akan dimintai pertanggungjawaban dalam Islam. 
Mengenai Fatwa DSN-MUI No. 43 / DSN-MUI / VIII / 2004 tentang 
kompensasi, salah satu pendapat dijelaskan oleh Wahbahal-Zuhaylī, 
Naẓariyyahalḍamān, Damsyiq: Dar al-Fikr, yang merupakan salah satu ketentuan 
umum yang berlaku untuk kompensasi Yaitu: "Perbaiki objek yang rusak sedini 










Oleh karena itu, seseorang yang tidak mau melakukan ini ketika dia tidak 
menginginkan perilaku tertentu, seperti seseorang yang dipaksa melakukan 
tindakan ilegal di bawah paksaan, tidak dapat meminta pertanggungjawaban 
pelaku, sehingga seseorang melakukan kejahatan, tetapi tidak mengetahui 
penyebab tindakan tersebut. Artinya, seperti anak-anak atau orang gila, maka dia 
tidak bertanggung jawab atas tindakan ini. Dalam Islam, tanggung jawab disebut 
Mas'uliyah. 
Mas'uliyyah atau akuntabilitas adalah prinsip yang mengharuskan pekerja 
untuk selalu waspada dan bertanggung jawab atas apa yang telah mereka lakukan 
atau habiskan, karena mereka tidak hanya akan dihukum di dunia, tetapi mereka 
juga akan dihukum. Dalam hal ini, prinsip menjadi Muslim tercantum dalam 
Alquran dan Hadits Nabi. 
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Artinya: Dari „Abdullah bin „Umar radhiyallahu „anhu sesungguhnya 
Rasulullah SAW bersabda: “Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai 
pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Amir (kepala Negara), dia adalah 
pemimpin manusia secara umum, dan dia akan diminta pertanggungjawaban atas 
mereka. Seorang suami dalam keluarga adalah pemimpin dan akan dimintai 
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pertanggungjawaban atas mereka. Seorang istri adalah pemimpin di dalam rumah 
tangga suaminya dan terhadap anak-anaknya, dan dia akan dimintai 
pertanggungjawaban atas mereka. Seorang hamba sahaya adalah pemimpin dalam 
urusan harta tuannya, dia akan dimintai pertanggungjawaban atasnya. Ketahuilah, 
bahwa setiap kalian adalah pemimipin dan setiap kalian akan dimintai 
pertanggungjawaban atas siapa yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari no. 2554 dan 
Muslim no. 1829) 
Hadits di atas menjelaskan dua situasi: pertama, setiap orang memiliki 
tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan (kecuali mereka yang tidak 
berkhotbah), kedua, setiap organisasi amal, besar atau kecil, akan dimintai 
pertanggungjawaban dan akan diminta oleh Tuhan. Ulasan. 
 Tanggung jawab meliputi beberapa aspek, yaitu: tanggung jawab 
individu-ke-individu (mas'uliyyah al-mujtama) dan tanggung jawab masyarakat 
(mas'uliyyah al-mujtama) dan tanggung jawab pemerintah (mas'uliyyah al-daulah) 
Tanggung jawab ini terkait dengan baitul mal terkait.
19
 
Menurut uraian yang dijelaskan, jika perilaku Jarima mengandung tiga 
konten dasar, maka pelaku Jarima dapat diselidiki (al-Mas'uliyyah al-Jinaiyyah):
20
 
a. Tindakan atau perintah yang dilarang untuk dieksekusi. 
b. Ada sikap melakukan atau tidak, dan keinginan atau kemauan mereka 
sendiri. 
c. Pelaku tahu konsekuensi dari tindakan tersebut. 
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Dapat dipahami dari penjelasan di atas bahwa tentu saja seseorang akan 
menggunakan jarimah untuk bertanggung jawab. Jika ketiga faktor di atas 
hadir dalam tindakan, dan jika ketiga faktor tidak ditemukan, maka tanggung 
jawab tidak dapat dipegang. Jika seseorang memiliki dua keterampilan 
berikut, mereka dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan 
peraturan Islam: 
a. Ahliyatul wujub. Kemampuan seseorang ada karena hak dan 
kewajibannya abadi untuk semua orang. Karena baik pria maupun 
wanita memiliki keterampilan kemanusiaan, hak-hak ini akan 
dipertahankan selama seseorang masih hidup, sehingga jelas bahwa 
almarhum tidak perlu lagi memikul tanggung jawab. 
b. Ahliayatul ada di sana. Layak untuk meminta pertanggungjawaban 
atau akuntabilitas seseorang.Ini adalah perilaku dan kepantasannya 
sebagai orang yang bijaksana, dan kemudian jika orang yang matang 
dan bijaksana (Mukalaf) terbukti bersalah, ia dapat mengambil 
tanggung jawab 
3. Konsep pertanggungan dalam islam 
Ada 2 konsep yang di pergunakan dalam hal pertanggung jawaban dalam 
islam yakni Konsep Wad ‘a  (Yad  m na ) dan Daman (Yad Ḍam nah) 
1. Pengertian Wadi’ah (Yad Amānah) 
Kata wadi„ah berasal dari kata wada„a asy syai ', yang berarti 
meninggalkannya, atau dapat dikatakan bahwa seseorang tetap tinggal di belakang 






 Menurut bahasa, "wadi'ah" (tahanan) mengacu pada barang lain yang 
ditempatkan di luar pemilik barang untuk perlindungan, sedangkan "sharak" 
mengacu pada proses atau perilaku tahanan. 
Kontrak wadi'ah (penyimpanan barang) didasarkan pada rasa saling 
percaya antara kedua pihak, dan deposit adalah kepercayaan dari penerima 
deposit, jadi dia tidak berkewajiban untuk mengganti deposit karena lalai tahanan. 
Jika penerima margin lalai untuk mencegah hal-hal yang dapat merusak margin, 
maka ia berkewajiban untuk mengasumsikan atau mengganti margin.Ada 
beberapa faktor yang menyebabkan si penerima titipan dikenakan penanggungan 
terhadap titipan yaitu: pertama, menitipkan titipan ke orang lain tanpa ada uzur 
dan izin dari pemiliknya, atau menyerahkan titipan kepada orang yang  dapat  
dipercaya  padahal  dia  mampu  menyerahkannya  kepada  hakim. Kedua,  
berpergian  sambil  membawa  barang  titipan.  Ketiga,  tidak  berwasiat bahwa  
status  barang  tersebut  adalah  titipan,  sehingga  ketika  penerima  titipan sakit 
yang sangat mengkhawatirkan jiwanya, atau dipenjara karena membunuh, dia 
wajib berwasiat. Keempat, memindahkan titipan dari suatu kawasan. Kelima, 
kelalaian   melindungi   titipan   dari   kerusakan.   Keenam,   kelalaian   dalam 
memanfaatkan   titipan.   Ketujuh,   menyalahi   perintah   penjagaan.   Kedelapan, 
menelantarkan titipan tanpa ada uzur. 
a. Rukun wadi„ah 
Ada   empat   macam   rukun   penitipan   barang   yaitu    
1) Pihak   yang menitipkan, 
2)  Pihak menerima titipan, 






4) Sighat (ijab dan qabul).21  
Penerima barang tahanan dan pihak-pihak yang menyediakan barang 
tahanan harus memiliki kemampuan hukum dan hukum, dan memiliki 
kemampuan untuk melindungi dan menjaga barang-barang tahanan. Barang yang 
disimpan adalah barang yang disimpan oleh pemilik dan penabung dalam 
spesifikasi yang jelas dan diketahui. Persetujuan yang diberikan adalah pernyataan 
dan ungkapan kesenangan atau kemauan bersama antara keduanya.
22
 
b. Hukum Wadiah 
Asal usul Al-Wadi'ah diizinkan, karena orang yang bertanggung jawab 
untuk menjaga properti orang lain harus dapat menjamin perlindungannya. 
Sarjana hukum sepakat bahwa Wadiah adalah salah satu kerangka kerja untuk 
membantu umat manusia. 
Adapun dalil dibolehkan melakukan transaksi wadi‟ah adalah ayat dan 
hadits sebagai berikut: firman Allah swt dalam QS.  An-Nisa‟: 58. Yang berbunyi: 
َ ٱ۞إِنَّ  ن ثلَؤدُّواْ  ّللَّ
َ




ا ِإَوَذا َحَمۡمجلى َبۡۡيَ  ۡۡل ًَ ۡيوِ
َ
ن  نلَّاِس ٱإََِلٰٓ أ
َ
أ
 ِ ٌاْ ب مل َ ٱإِنَّ  هَۡعۡدِل  ٱََتۡمل ى بِىِ  ّللَّ كل ا يَعِظل َ ٱإِنَّ  ۦ   هِعِمَّ   ٥٨ََكَن َسِميَعۢا بَِصرٗيا  ّللَّ
Terjemahnya: 
Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di 
antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya 
Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya 
Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.
23
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22Sri Nurhayati dan wasilah, Akuntansi Syar  a  Di Indonesia (Salemba Empat: 
Jakarta, 2001), hal. 250 







Dengan menggunakan kata-kata di atas untuk menjelaskan, mandat harus 
dikomunikasikan kepada orang-orang yang memiliki hak untuk mendapatkan 
mandat tersebut. Misalnya, mandat yang diberikan kepada orang yang dapat 
dipercaya harus adil dalam memberikan mandat. 
Ahli hukum sepakat bahwa Wadia adalah kontrak perwalian. Status al-
wadî 'adalah yadal-amânah. Oleh karena itu, jika properti hilang, rusak atau 
sebaliknya, al-wadî tidak akan bertanggung jawab dan tidak akan bertanggung 
jawab atas properti apa pun kecuali properti itu untuk tujuannya atau dia tidak 
melindunginya. Karena itu status al-wadî bukan yadadh-dhamânah. Ini adalah 
persyaratan dasar dari Wadiah 
Harus diingat bahwa kepercayaan hanya melindungi dan menjaga 
kepercayaan Wadia, itu tidak termasuk hak tasharruf. Seperti Amin, Al-wadî (Al-
wadî) adalah bahasa hai yang mengkhianati otoritas wadi'ah. Pengkhianatan 
terhadap perintah Wadia dapat mengambil bentuk-bentuk berikut: tanpa izin al-m 
,di, al-wadî mencampurkan harta Wadia dengan kekayaannya sendiri atau milik 
orang lain, atau seperti tasharruf atau tasharruf bentuk lainnya, atau lalai tidak 
menjaganya, atau sengaja merusak atau menghilangkannya, dan sebagainya.
24
 
Hendaklah amanat orang yang mempercayai anda dan janganlah anda 




Hadits di atas menjelaskan bahwa orang yang dipercaya harus mampu 
mempertahankan kepercayaan dengan baik dan tidak dapat mengkhianati orang 
yang dipercaya. 
                                               
24 http://hizbut-tahrir.or.id/2012/03/05/wadi%E2%80%99ah/ oleh Yahya Abdurrahman 







Dari tulisan suci dan hadis di atas, para sarjana sepakat bahwa perjanjian 
Wadi (tunduk pada ed) adalah steril (sunat) dalam hal membantu umat manusia. 
Karena itu, Ibn Qudamah (seorang ahli mazhab Hanafi) menunjukkan bahwa dari 
zaman nabi ke generasi berikutnya, wadi‟ah telah menjadi ijma‟ „amali (جماع اال 
 yaitu telah menjadi ke perilaku kebiasaan dengan menitipkan barang ,(العملى
kepada orang lain. 
2. Pengertian Daman (Yad Ḍamānah) 
Ḍamān (نلضماا) Menurut bahasa jaminan atau penerimaan. Menurut 
yurisprudensi, ḍamān adalah jaminan tanggung jawab orang lain yang terkait 
dengan properti. Ḍamān adalah jaminan, juga dikenal sebagai jaminan kafālah.Ini 




Dengan memberikan tanggung jawab kepada manusia, ia dapat memenuhi 
kewajibannya, yaitu kemampuan seseorang untuk mempertahankan haknya 
sendiri dan hak orang lain yang ada, dan memiliki kewajiban dalam tanggung 
jawabnya. Oleh karena itu, dasar untuk menentukan kemampuan untuk melakukan 
kewajiban adalah bahwa manusia itu hidup, karena tidak ada yang dilahirkan 
hidup, kecuali ia memiliki tanggungan, dan atas dasar ini, ia memiliki kemampuan 
untuk sepenuhnya melaksanakan kewajibannya..
27
 
Ḍamān adalah Kewajiban orang yang memiliki kewajiban. Sebagai 
contoh, beberapa orang mengatakan "dia adalah tanggung jawab saya, dia adalah 
jaminan saya". Karena itu, ia menjadi penjamin. Pemegang hak memiliki hak 
                                               
26 Dwi Suwiknyo, Kamus Lengkap Ekonomi Islam, (PT Buku Kita: Jakarta, 2009), hal. 
56. 
27 Abdul Karim Zaidan, Al-Wajiz; 100 Kaidah Fikih dalam Kehidupan Sehari-hari cet.1 






untuk mengklaim hak terhadap penjamin. Atau misalnya, seseorang memiliki hak 
tertentu, dan kemudian dia mengajukan permintaan, dan kemudian orang lain 
memiliki alasan untuk mengatakan "Ini adalah tanggung jawab saya, saya akan 
menjadi jaminan", jadi dia menjadi jaminan (penanggung jawab), orang yang 
bertanggung jawab memiliki Hak untuk mengajukan tuntutan, dan jika tidak, 
maka hak untuk menuntut tertanggung 
Ḍamān (tanggungan) adalah bersedia memberikan hak sebagai jaminan 
pihak lain, menghadirkan seseorang yang mempunyai kewajiban membayar hak 
tersebut, atau mengembalikan harta benda yang dijadikan barang jaminan. 
Tanggungan pun kerap dijadikan sebagai istilah sebuah perjanjian yang 
menyatakan kesiapan memenuhi semua hal yang telah disebutkan. Dengan 
demikian, tanggungan itu sama dengan mengintegrasikan suatu bentuk 
tanggungan ketanggungan yang lain.
28
 
b. Hukum Daman 
Dam n itu hukumnya dibolehkan. Berdasarkan firman Allah Swt (QS. 
Yusuf (12): 72)..: 
 ْ ٌا ل اَع  قَال ٌَ هَا۠ بِىِ  ۦَولَِمن َجا َء بِىِ  لَۡموِكِ ٱَنۡفقِدل صل
َ
    ٧٢زَِعيٞى  ۦِِحۡنل بَعِريٖ َوأ
Terjemahnya: 
“Siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan 
seberat) beban unta, dan aku jamin itu
29
 
Ada ulama percaya bahwa ayat ini dapat digunakan sebagai argumen 
untuk pembentukan hukum Islam. Mereka adalah Ulama dari Shafi, serta Jumir 
                                               
28 Wahbah Zuhaili, Fiq    mam Syaf   , (Al Mahira: Jakarta,2001), hal. 157. 
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Ulama. Semua sarjana sepakat bahwa dasar hukum orang tua didasarkan pada 
beberapa tradisi:
30
   
Tujuan dari ayat ini adalah untuk memberi jaminan. Jika penjamin 
merasakan kerugian, maka ia dapat mengklaim kompensasi dari orang yang ia 
sponsori jika pembayaran dan jaminan disetujui olehnya. Adalah ilegal untuk 
menjamin jumlah hutang yang tidak terbatas. Misalnya, penjamin mengatakan: 
"Jual barang itu kepada orang itu. Saya jamin harganya.
31
 
Para ulama telah berijmak atas pembolehannya, karena hajat menuntutnya, 




Contoh Pertanggungan pada Masa Ke Khalifahan 
Para   ulama   berselisih   pendapat   tentang   keharusan   seorang   tukang 
menanggung  barang  yang  telah  diserahkan,  yang  kemudian  didakwa  rusak. 
Menurut Imam Malik (ImamMālik), Ibn Abī Laylā (Ibn Abī Laylā) dan Abu 
Yusuf (Abū Yūsuf), ia harus menyimpan barang-barang yang rusak di tangannya. 
Menurut Imamab Hanifah, orang yang bekerja tanpa upah dan mereka yang 
berspesialisasi dalam pekerjaan tidak perlu menanggung kerugian. 
Namun, mereka yang bekerja sebagai sukarelawan dan mereka yang 
bekerja demi uang harus menanggung kerugian. Bagi orang yang terlibat dalam 
pekerjaan sukarela, Imamal-Syafi'i memiliki dua pandangan. Menurutnya, pekerja 
khusus adalah orang yang bekerja di rumah-rumah orang yang dibayar. Beberapa 
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orang berpikir bahwa pekerja khusus adalah orang yang tidak bekerja untuk orang 
lain. 
  Yang  terakhir  ini  adalah pendapat Imam Malik. Menurutnya, seorang 
Pekerja khusus tidak bertanggung jawab atas kehilangan dan kerusakan. 
Kesimpulan dari aliran pemikiran Maliki tentang masalah ini adalah bahwa 
terlepas dari apakah mereka menerima upah atau tidak, pekerja sukarela berstatus 
mereka harus mengalami kerusakan atau kehilangan. 
Ali dan Umar ra. Meskipun pandangan Ali tentang masalah ini tidak jelas, 
ia meminta pembangun untuk menanggung kerusakan. Para ahli percaya bahwa 
alasan mengapa pengrajin tidak berkewajiban untuk memikul kewajiban adalah 
karena statusnya sama dengan orang yang menerima deposit, sekutu, perwakilan, 
dan gembala. Alasan untuk meminta pengrajin untuk menanggung sarjana adalah 
untuk keuntungan atau manfaat, serta langkah-langkah pencegahan atau yang 
biasa disebut sebagai "dukun." 
Contoh lain adalah pendapat tentang dokumen tentang keluarga pemilik 
kapal. Menurut Imam Malik, pemilik kapal tidak ber-uang (kerusakan barang). 
Pada saat yang sama, menurut Imam abū Ḥanīfah, ia harus menanggung kerugian 
kecuali jika muatan di kapal rusak oleh ombak atau terkena badai. 
Prinsip yang berlaku di Sekolah Hukum Maliki adalah bahwa pengrajin 
harus menanggung semua kerusakan yang disebabkan olehnya, seolah-olah 
kerusakan itu disebabkan oleh kebakaran, kerusakan, atau kerusakan pada produk 
jadi, bahkan jika ia memproses objek di bengkel, Bahkan jika pemilik kargo 
duduk bersama di depannya. Kecuali mudah menyebabkan kerusakan pada 
pekerjaan. Misalnya, melubangi batu, memahat kayu, memanggang roti di atas 










Dapat dipahami dari penjelasan di atas bahwa tentu saja seseorang akan 
mengambil perilaku Rama. Jika ketiga faktor di atas hadir dalam tindakan, dan 
jika ketiga faktor tidak ditemukan, maka tanggung jawab tidak dapat dipegang. 
Menurut hukum Islam, pandangan linguistik Tavid adalah kompensasi 
atau kompensasi. Menurut definisi Ta'widh yang diungkapkan oleh sarjana 
pelamar Wahbah Al-Zuhayli, mereka adalah: 
Ketentuan umum yang berlaku untuk kompensasi dapat berupa: 
kehilangan dalam bentuk benda yang menutupi (dharar, berbahaya), seperti 
memperbaiki dinding sebaik mungkin untuk membuat benda yang rusak utuh, 
seperti mengembalikan benda yang rusak ke keadaan semula. Jika sulit untuk 
melakukan ini, itu harus diganti dengan benda (uang) yang sama. 
Dari pernyataan Wahbah Al-Zuhayli, sudah jelas bahwa ganti rugi yang 
sebenarnya sesuai dengan ajaran islam adalah mengganti barang yang rusak atau 
hilang sesuai dengan barang yang sama. Kalau tidak bisa dengan barang yang 
sama, maka dengan uang yang senilai dengan harga barang yang hilang atau rusak 
tersebut. Dengan aturan ganti rugi yang dikemukakan oleh Wahbah Al-Zuhayli 
menjauhkan dari kerugian sebelah pihak. 
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A.  Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau penelitian, 
yang secara kualitatif menggambarkan objek yang dimaksud berdasarkan satu 
atau lebih fakta yang terdapat di masyarakat, dan menyajikannya dengan 
menggambarkan hasil penelitian yang tersedia..
1
  
2. Lokasi penelitian 
Penelitian ini memilih lokasi di Banda udara (Bandara) Internasional Sultan 
Hasanuddin Makassar, dengan alasan bahwa pemilihan lokasi memenuhi 
persyaratan sebagai lokasi penelitian yang diperlukan untuk memperoleh data, 
informasi, dan dokumen karena sangat relevan dengan judul yang diajukan, dan 
juga karena lokasi tersebut adalah tempat yang dapat di akses atau bisa dihubungi 
karena berkaitan dengan lokasi peneliti. 
B.  Pendekatan Penelitian 
Metode dalam penelitian ini ditujukan pada ekspresi cara berfikir yang 
digunakan oleh peneliti untuk menganalisis tujuan mereka, atau dengan cara 
ekspresi lainnya.Metode ini merupakan suatu disiplin ilmu dan dapat digunakan 
sebagai referensi ketika menganalisis objek penelitian berdasarkan logika disiplin 
ilmu. Metode penelitian biasanya cocok untuk industri penelitian, tetapi 




Metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan dalam artikel ini 
adalah metode penelitian hukum empiris / sosial, yaitu, melalui penelitian praktis 
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di lapangan terkait dengan penulisan artikel ini, yaitu, penelitian dan wawancara 
dengan pihak terkait atau pihak terkait di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. 
Untuk memperoleh pendapat yang mendukung penelitian ini, dan kemudian 
mendapatkan dukungan dari metode yuridis normatif, metode tersebut dilakukan 
dengan mempelajari teori, konsep dan peraturan perundang-undangan yang terkait 
dengan skripsi ini.. 
C.  Sumber Data 
Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan di Bandar Udara (Bandara) 
International Sultan Hasanuddin Makassar dengan menggunakan metode 
pengumpulan data primer dan sekunder. 
1. Sumber Data Primer 
Data primer adalah data yang diperoleh melalui field research atau 
penelitian lapangan dengan cara wawancara, yang berarti kegiatan lapangan 
langsung dengan melakukan wawancara dan tanya jawab pada informan 
penelitian untuk memperoleh informasi yang lebih jelas tentang data yang 
diperoleh melalui kuesioner yang dianggap meragukan. 
Berkaitan dengan sumber data yang akan di gunakan dalam penelitian 
sebanyak 5 orang informan yang terdiri dari : Petugas Lost And Found sebanyak 1 
orang., Petugas Counter Check-in sebanyak 1 orang., Karyawan Petugas Airlines 
sebanyak 1 orang., Masyarakat pengguna jasa sebanyak 1 orang., Petugas 
Bandara ( Aviation Security ) sebanyak 1 orang. Jumlah seluruhnya sebanyak 1 
orang,  









NO INFORMAN SAMPEL KET 
1 Petugas Lost And Found 1  
2 Petugas Counter Check-in 1  
3 Masyarakat pengguna jasa 1  
4 Petugas Bandara ( Aviation 
Security ) 
1  
5 Airport Duty Manager 1  
2. Sumber Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui Library research atau 
penelitian perpustakaan. Peneliti berupaya untuk mengeksplorasi dan 
mengumpulkan bahan-bahan ini dari jurnal, buku, undang-undang, peraturan 
perundang-undangan, sumber daya Internet dan publikasi lainnya. 
D. Metode Pengumpulan Data 
Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan observasi, 
wawancara dan dokumentasi. 
1. Observasi adalah suatu proses yang kompleks, suatu yang tersusun dari 




2. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melihat 
dokumen-dokumen yang ada di Bandar Udara (Bandara) International 
Sultan Hasanuddin Makassar, seperti tulisan yang berupa peraturan serta 
                                                             




gambar atau foto sebagai pelengkap dari penggunaan metode observasi 
dan wawancara dalam penelitian kualitatif.
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3. Wawancara, adapun subjek yang diwawancarai yang terkait Judul yakni 
Pegawai Bandar Udara (Bandara) International Sultan Hasanuddin 
Makassar sebagai sumber Informan utama untuk memperoleh data terkait 
Judul yang diangkat peneliti. 
E.  Instrumen Pengumpulan Data 
Pada prinsipnya meneliti adalah melakukan pengukuran dan pengamatan, 
maka harus ada alat ukur yang baik. Alat ukur dalam penelitian dinamakan 
instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah suatu alat yang mengukur 
fenomena alam maupun sosial yang diamati. Peneliti sendiri sebagai instrumen 
dalam penelitian kualitatif. Adapun alat-alat penelitian yang digunakan peneliti 
dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Pedoman wawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan 
wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari 
informan yang berupa daftar pertanyaan. 
2. Buku catatan dan alat tulis berfungsi untuk mencatat semua percakapan 
dengan sumber data yang dianggap penting. 
3. Kamera berfungsi untuk memotret jika peneliti sedang melakukan 
pembicaraan dengan informan, dengan adanya foto dan rekaman ini  
maka dapat meningkatkan keabsahan akan lebih terjamin. 
4. Tape recorder berfungsi untuk merekam semua percakapan atau 
pembicaraan dengan informan. Penggunaan tape recorder dalam 
wawancara perlu memberi tahu kepada informan apakah dibolehkan atau 
tidak. 
                                                             




F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
Dalam penelitian ini menggunakan metode pengolahan dan analisis data 
dengan cara deskriptif kualitatif yaitu membandingkan data primer dengan data 
sekunder, lalu diklarifikasikan kemudian dijabarkan dan disusun secara sistematis 
sehingga diperoleh suatu pengetahuan. Langkah-langkah analisis data sebagai 
berikut : 
1. Mengorganisasi data, baik data yang diperoleh dari rekaman maupun data 
tertulis 
2. Proses data dengan cara memilah-milah data, sebagai berikut: 
a. Koding Data adalah penyesuaian data yang diperoleh dalam penelitian, 
kepustakaan maupun penelitian lapangan dengan pokok pangkal bahasan 
masalah dengan cara memberi kode-kode tertentu pada data tersebut 
b. Editing Data adalah pemeriksaan data hasi penelitian yang bertujuan untuk 
mengetahui relevasi dan kesahihan data yang akan dideskripsikan dalam 
menemukan jawaban permasalahan 
3. Interpretasi data dengan cara menerjemahkan atau menafsirkan data yang 
sebelumnya telah dikategorikan. 
G. Pengujian Keabsahan Data 
Suatu penelitian  diorientasikan pada derajat keilmiahan data penelitian. 
Maka suatu penelitian dituntut agar memenuhi standar penelitian sampai dapat 
memperoleh kesimpulan yang objektif. Artinya bahwa suatu penelitian bila telah 
memenuhi standar objektif maka penelitian tersebut dianggap telah teruji 
keabsahan data penelitiannya. 
Dalam menguji keabsahan data yang diperoleh guna mengukur validitas 




Pengamatan yang cermat dan berkesinambungan dengan menggunakan teknik 
triangulasi. 
Teknik Triangulasi dalam pengujian penelitian merupakan teknik 
pengujian kredibitasi data yang diperoleh dengan melakukan pengecekan atau 
perbandingan denagn sumber data lainnya, misalnya triangulasi dengan sumber, 
triangulasi dengan metode dan triangulasi dengan teori
5
. Tetapi triangulasi yang 
dimaksud pada penelitian ini adalah triangulasi sumber data penelitian. 
                                                             






PERTANGGUNG JAWABAN TERHADAP RUSAKNYA BARANG 
BAGASI PESAWAT DI BANDARA SULTAN HASANUDDIN MAKASSAR 
(TELAAH HUKUM ISLAM) 
A. Deskripsi Lokasi Penelitian 
Deskripsi lokasi penelitian adalah gambaran singkat tentang lokasi 
penelitian yang dipilih oleh peneliti untuk memperoleh data yang diperlukan. 
Dalam sub-bab ini penulis memberikan sekilas sejarah, asal usul nama dan visi, 
misi, yang diterapkan oleh Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar 
1. Sejarah Singkat Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar   
a. Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar 
Bandara adalah area dengan batasan tertentu yang berada di daratan dan/  
perairan digunakan sebagai tempat take-off dan landing pesawat, naik dan 
turunnya penumpang, bongkar muat kargo, serta tempat perpindahan intra dan 
antra moda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan, keamanan 
penerbangan dan fasilitas pokok serta fasilitas pendukung lainnya. 
Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin (bahasa Inggris: Sultan 
Hasanuddin International Airport) (IATA: UPG, ICAO: WAAA) pada tahun 1935 
dibangun oleh Pemerintah Hindia Belanda dengan nama Lapangan Terbang 
Kadieng, terletak 30 km dari Kota Makassar, provinsi Sulawesi Selatan. dengan 
konstruksi lapangan terbang rumput. Lapangan terbang dengan landasan rumput 
yang berukuran 1,600 m x 45 m (Runway 08-26) diresmikan pada tanggal 27 
September 1937, ditandai dengan adanya penerbangan komersial yang 
menghubungkan Surabaya – Makassar, dengan Pesawat jenis Douglas D2/F6 oleh 
perusahaan KNILM (Koningklijke Netherland Indische Luchtvaan Maatschappij). 
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Pada tahun 1942 oleh pemerintah pendudukan Jepang, landasan tersebut 
ditingkatkan dengan konstruksi beton berukuran 1,600 m x 45 m yang sekarang 
menjadi Lapangan Terbang ini diubah namanya menjadi Lapangan Terbang 
MANDAI. Tahun 1945 pemerintah SEKUTU (Hindia Belanda) membangun 
landasan baru dengan konstruksi onderlaag (Runway 13-31)berukuran 1745 m x 
45 m ,yang mengerahkan 4000 orang ex tentara Romusha. Saat ini bandara sultan 
hasanuddin mempunyai dua landasan pacu, yang pertama sepanjang 3.100 m x 45 
m dan yang kedua 2.500 m x 45 m. Bandara ini dioperasikan oleh PT. Angkasa 
Pura I. 
Terlepas dari status bandara internasionalnya, pada tanggal 28 Oktober 
2006. Hingga Juli 2008, tidak ada rute internasional yang ada kecuali 
penerbangan haji setelah rute internasional terakhir Hasanuddin, Makassar-
Singapura, ditutup oleh Garuda Indonesia karena kerugian. Sebelumnya, Silk Air 
dan Malaysia Airlines sebelumnya telah menutup rute internasional mereka ke 
Hasanuddin. Air Asia membuka kembali rute Makassar-Kuala Lumpur mulai 25 
Juli 2008. Garuda Indonesia kemudian membuka kembali penerbangan langsung 
Makassar-Singapura mulai 1 Juni 2011. 
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b. Struktur Organisasi Bandara Sultan Hasanuddin Makassar 
 (Sumber : Arsip PT. Angkasa Pura I Bandara Sultan Hasanuddin Makassar )          
 
2. Otban (Otoritas Bandar Udara) Wilayah V Makassar 
Walaupun secara umum bandara di kelola oleh angkasa pura 1 namun 
seluruh perzinan guna melakukan penelitian di area bandara harus melalui Otban 
Wilayah V, maka dari itu peneliti memasukkan surat izin penelitian yang 
ditujukan ke Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V Makassar, yang 
bearalamat di Jl. Otoritas Bandara No.5, Baji Mangngai, Makassar, Kabupaten 
Maros, Sulawesi Selatan 90552 
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Otoritas Bandara adalah unit pelaksana teknis dalam Kementerian 
Transportasi, yang berada di bawah Administrasi Umum Penerbangan Sipil dan 
bertanggung jawab atas Menteri Transportasi. UURI No. 1/2009 mengatur 
kegiatan pemerintah dan otoritas bandara. Dalam ketentuan ini, kegiatan yang 
diatur oleh pemerintah meliputi promosi kegiatan terbang, bea cukai, imigrasi, 
dan karantina dan otorisasi bandara. 
Peraturan lebih lanjut tentang kegiatan pemerintah di bandara diatur oleh 
peraturan Menteri Perhubungan. Menurut Pasal 227 UURI No.1 / 2009, Menteri 
Perhubungan dapat membentuk satu atau beberapa otoritas bandara terdekat dan 
melapor langsung kepada Menteri. Saat melakukan tugasnya, otoritas bandara 
akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah. 
Kantor Otoritas Bandar Udara mempunyai tugas melakukan pengaturan, 
pengawasan dan pengendalian kegiatan penerbangan di bandar udara, semua hal 
yang berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan di Bandar udara harus melalui 
otoritas bandara sebagai perizinan kegiatan dan pengawasan. 
B. Bentuk Tanggung Jawab Maskapai Terhadap Kerusakan Bagasi 
Penumpang Yang Terjadi Di Bandara Sultan Hasanuddin  
Maskapai penerbangan berkewajiban untuk mengangkut penumpang atau 
barang bawaan dengan aman, lengkap dan aman ke tujuan, jika bagasi penumpang 
dalam sistem transportasi udara Indonesia hilang atau rusak, maskapai 
bertanggung jawab. Sehingga hal ini selalu menjadi sorotan dalam kasus 
kehilangan karena kewajiban pengangkut belum dapat terpenuhi. 
 Terdapat beberapa masalah yang sering ditemui dalam sistem 
pengangkutan udara tersebut, kerugian yang di alami penumpang salah satunya 
kehilangan ataupun kerusakan bagasi penumpang. Seringkali bagasi yang di bawa 
penumpang yang diangkut pihak maskapai penerbangan, tidak sampai lagi ke 
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tangan pemiliknya di saat tiba di bandara yang dituju. Seringkali kehilangan atau 
kerusakan bagasi penumpang tidak di tanggapi serius dan hanya terkesan lambat 
penanganannya, bahkan banyak kasus kehilangan bagasi sampai berlarut-larut dan 
menempuh jalur hukum dan tidak menemukan titik temu antar penumpang dan 
maskapai penerbangan.  
Berkaitan dengan tanggung jawab maskapai terhadap kerugian yang 
dialami penumpang atas kerusakan bagasi. Telah diatur dalm beberapa peraturan  
dan bentuk penyelesaiannya harus di sesuikan dengan prinsip pertanggung 
jawaban bersumber dari perjanjian dan Undang-undang yang telah dijabarkan di 
bab 2. 
1. Tanggung jawab maskapai penerbangan berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 
2009 Tentang Penerbangan. 
Pengangkut wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh 
penumpang karena hilang, musnah atau hilangnya barang bagasi tercatat saat 
proses kegiatan angkut mengangkutan yang di sebbkan oleh angkutan udara 
selama dalam pengawasan pengangkut. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Rio, selaku staff Counter 
check in salah satu maskapai Lion Air  mengatakan bahwa: 
“Selama ini kalau ada laporan masuk tentang kehilangan atau kerusakan 
barang bagasi penumpang pihak Maskapai pasti tetap akan bertanggung 
jawab kalau memang barang bagasi milik penumpang musnah, hilang atau 
rusak, dan kalau penumpang bisa buktikan kalau itu barangnya hilang atau 
kerusakan barang bagasinya itu merupakan kesalahan dari pengangkut atau 
pihak Maskapai, dengan mengikuti prosedur, tapi kalau kehilangan atau 
kerusakan akibat kelalaian penumpang sendiri atau kesalahan dari airport 
authority maka Maskapai yang bersangkutan tidak akan bertanggung 
jawab atas kehilangan atau kerusakan barang bagasi milik penumpang 
tersebut. Barang-barang penumpang yang diletakkan di bagasi harus 
barang-barang yang umum, barang-barang berharga tidak boleh 
ditempatkan di bagasi. Pihak maskapai juga selalu menanyakan apa isi 
barang tersebut. Maka dari itu penumpang harus jujur dalam 
memberitahukan isi barang bagasinya, karna jikalau penumpang tidak 
jujur dan terjadi kerusakan atau kehilangan pada barang berharga yang 
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diletakkan dalam bagasi maka pihak Pengangkut atau Maskapai akan 




Namun pada pelaksanaannya, menurut hasil survei peneliti pada saat 
melakukan proses check ini, penumpang jarang ditanya apa isi tas tersebut, 
apakah ada barang yang berharga atau tidak yang akan di angkut ke bagian bagasi. 
Jika penumpang mengatakan tidak, maka pihak pengangkut tidak akan memeriksa 
lagi dan akan langsung  membawa taa/barang milik penumpang ke bagasi pesawat 
setelah petugas memberikan airways bill barang tersebut ke penumpang. 
Seharusnya pihak maskapai wajib menghimbau penumoang untuk tidak 
meletakkan brang berharga yang memiliki nilai jual yang relative tinggi yang 
akan di letakkan di tas/barang bagian bagasi pesawat.  
Ketidak tegasan pihak pengangkut dan ketidakjujuran pengguna jasa 
terkait barang bawaannya membuat masalah semakain besar karena besarnya 
kemungkinan barang tersebut hilang atau mengalami kerusakan dan menyebabkan 
kerugian di kedua belah pihak. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Adelia, selaku Masyarakat 
Pengguna Jasa mengatakan bahwa: 
“Saya sudah beberapa kali menggunakan jasa angkutan udara ini, malah 
bisa dibilang sering tapi untuk kehilangan barang bagasi alhamdulliah saya 
belum pernah alami, tapi kalau barangku rusak itu sering. Mungkin karna 
di banting atau bagaimana saya tidak tahu. Tapi saya tidak pernah 
permasalahkan karna malas urusannya panjang, untuk di counter check ini, 




Berdasarkan hasi wawancara dengan bapak Ilham, selaku Aviation 
Security airport mengatakan bahwa: 
 “Kalau menurut beberapa kejadian yang sudah terjadi disini sewaktu 
penumpang melakukan check in, katanya kadang penumpang jarang 
ditanya apakah ada barang berharga didalamnya. Kalau penumpang bilang 
                                                        
1Rio, Staff Counter check in maskapai Lion Air. Wawancara, Bandara Sultan Hasanuddin 
Makassar 06 Agustus 20019. 
2Adelia, Masyarakat Pengguna Jasa. Wawancara, Bandara Sultan Hasanuddin Makassar 
06 Agustus 2019. 
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tidak ada, maka petugas akan membawa tas/ barang milik penumpang 
tersebut ke bagasi pesawat setelah diberikan arways bill dari barang 
tersebut. Umumnya pihak maskapai menghimbau penumpang untuk tidak 
meletakkan barang berharga atau barang yang memiliki nilai jual relatif 
tinggi untuk diletakkan di tas yang akan diletakkan di bagian bagasi.”
3
 
 Dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang dapat menyebaban hilangnya 
barang bagasi adalah, murni dari kesalahan kedua bela pihak. Disatu sisi kadang 
petugas counter check in yang lupa menanyakannya, dan terkadang juga pihak 
penumpang yang tidak jujur dan malas untuk mengobrak-abrik barangnya. 
 Padahal seharusnya pihak maskapai harus lebih tegas dan untuk terus 
melakukan pencegahan apapun yang dapat dilakukan untuk menekan angka 
kerugian penumpang yang mengalami kerusakan pada barang bagasinya. 
Telah banyak langkah-langkah pencegahan yang di ambil pihak maskapai 
untuk mencegah kerugian kehilangan namun ada kalanya pencurian tetap tejadi. 
Ketika penumpang berada di tujuan (terminal tujuan) tetapi menemukan bahwa 
bagasi tidak ada, biasanya penumpang yang sadar telah kehilangan  langsung 
melapor ke bandara di kantor Lost and Found, dan biasanya memberikan 
penumpang dengan PIR Property Irregularity Report  atau formulir untuk 
hilangnya barang bagasi tercatatnya. Dengan menggunakan formulir tersebut 
penumpang dapat menuliskan ciri-ciri, warna barang, dan menuliskan nomor tiket 
atau airways bill untuk pengamengambil barang bagasi tersebut. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Toto, selaku Airport Duty 
Manager (ADM) menyatakan bahwa: 
“kalau ada laporan kehilangan biasanya pihak pengangkut/ maskapai 
langsung menghubungi semua terminal yang ada jaringan di maskapai 
tersebut dalam hal ini, kemudian langsung dijawab melalui email bahwa 
barang tersebut diketemukan, di terminal wilayah kota lain, pulau lain atau 
ternyata tidak diketemukan. Mishandling berkaitan dengan para personal/ 
petugas dalam menangani kehilangan bagasi tersebut, ketika barang yang 
                                                        





dicari tersebut sudah dicari di gudang penyimpanan barang tidak ada, di 
lain hari ternyata ada.”
4
 
Dapat disimpulkan bahwa bagasi yang hilang sering disebut sebagai 
mishandling, dan petugas maskapai terkadang secara tidak cermat mengatur 
barang-barang untuk dikembalikan kepada penumpang nanti. Pihak maskapai 
telah mengeluarkan peringatan yang menghimbau penumpang untuk tidak 
menaruh barang berharga di koper mereka yang akan di taruh di bagasi. 
Dari himbauan lisan hingga peringatan tertulis, dari pihak maskapai pun 
tidak ingin melakukan penggeledahan hanya untuk memastikan apakah memang 
ada barang berharga di tas yang akan di angkut ke bagasi karena terkait hak 
privasi kepada penumpang. Penggeledahan dilakukan hanya untuk mengetahui 
apakah ada barang yang dibawa oleh calon penumpang memiliki potensial 
membahayakan keselamatan penumpang lain, keselamatan penerbangan atau 
barang yang dilarang oleh hukum. Pihak maskapai menganggap bahwa semua 
penumpang pesawat tahu barang-barang berharga tidak boleh ditempatkan di tas 
bagasi yang akan ditempatkan di bagasi pesawat. 
2. Bentuk Ganti rugi „Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 
2011 
Pengangkut diwajibkan bertanggung jawab atas kerugian penumpang yang 
di karenakan rusak, hilang bahkan musnah nya barang bagasi tercatat tersebut 
yang dimana seharusnya barang tersebut berada dalam pengawasan pengangkut. 
Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan ayat 
(1) Pasal 168  yaitu; 
“Jumlah ganti kerugian untuk setiap bagasi tercatat dan kargo 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 dan Pasal 145 ditetapkan dengan 
Peraturan Menteri”. 
                                                        
4Toto, Airport Duty Manager (ADM). Wawancara, Bandara Sultan Hasanuddin 




Dalam Bab 2 polis asuransi ini, telah dijelaskan bahwa kehilangan barang 
bawaan dan barang berharga pribadi (barang berharga) dan barang pribadi harus 
dibawa bersama tertanggung / penumpang. dicantumkan dalam pasal 6 
Permenhub nomor 77 tahun 2011. Pada pasal tersebut jelas tertulis bahwa jika 
pengangkut setuju untuk untuk mengangkut barang berharga. Namun, juga 
dinyatakan dengan jelas bahwa pihak maskapai tidak setuju untuk membawa 
barang bawaan penumpang dengan barang-barang berharga tersebut ke dalam 
bagasi. 
Jika peristiwa kerugian masih terjadi, dasar penyelesaian adalah untuk 
menerapkan nilai pembelian yang sebenarnya dikurangi nilai penyusutan barang-
barang sejenis, serupa dan semodel. Pengangkut dapat memilih untuk membayar 
biaya perbaikan sebagai pengangkut. Nilai penyusutan harga (barang rusak) 
ditentukan oleh penjamin / operator seperti yang dijelaskan dalam inisiatif 
kebijakan.  
Ketika dalam kerugian sepasang atau sekelompok barang tersebut hilang, 
penjamin dapat memilih untuk memperbaiki atau mengganti bagian yang rusak, 
atau penjamin dapat memilih untuk mengkompensasi perbedaan antara harga 
sebelum kerusakan dan kemudian mengurangi harga pada saat kerusakan. 
Sepasang barang dianggap sebagai satu kesatuan misalnya sepatu, jadi jika 
satu sepatu hilang, itu dianggap sebagian hilang. Ketika kerugian terjadi, maka 
harus segera dilaporkan kepada polisi dan perusahaan penerbangan di terminal 
tujuan dalam waktu 24 jam setelah kejadian. 
 Berdasarkan hasil wawancara dengan Rio, selaku staff counter check in 
salah satu maskapai mengatakan bahwa: 
“Pernah ada kasus penumpang lanjutan dari Surabaya mengenai akibat 
kehilangan sebelumnya, barang yang dikirim adalah pakaian untuk 
menghadiri acara pernikahan dari kerabat penumpang yang kehilangan 
tersebut dan ternyata semua perlengkapan pakaian penting untuk acara 
tersebut salah alamat yang tadinya harus dikirim ke Kota Medan dan 
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ternyata sampai di Jakarta. Kelalaian tersebut terjadi pada saat dari Kota 
Surabaya menuju Medan, melakukan pendaratan transit ke Kota Makassar 
sebelum menuju Kota Medan, maka menurut peraturan yang berlaku pihak 
maskapai harus mengirim kembali barang tersebut kepada pemiliknya 




Dapat disimpulkan bahwa Untuk faktor mishandling, dari pernyataan  
diatas beberapa factor yang dapat di kategorikan mengenail kelalaian dari pihak 
maskapai dalam mengangkut barang bagasi tercacat penumpang. Beberapa faktor 
mishandling yaitu sebagai berikut:  
a. Kelalaian dalam mengatur barang bagasi di pesawat.  
b. kelalaian mengambil kargo/barang bagasi serta kurang telitinya petugas.  
c. Kesalahan pencantuman data dalam airway bill.  
Airway bill penting karena dalam hasil survey kelalaian atau suatu 
kesusahan yang dilakukan oleh maskapai untuk memasukkan data airway bill 
dapat menyebabkan bagasi tercatat dikirim ke terminal / bandara yang berbeda 
dengan tujuan penumpang. Akibatnya, penumpang akan dirugikan jika itu terjadi. 
Pasal 16 Permenhub No. 77 tahun 2011 mengenai pertanggungjawaban 
dalam transportasi udara, pertanggungjawaban pengangkut harus diasuransikan 
kepada pemegang polis dalam bentuk konsorsium asuransi. 
Konsorsium ini harus terbuka, memenuhi persyaratan hukum dan diakui 
oleh pemerintah, perusahaan asuransi melaporkan asuransi pertanggungjawaban 
transportasi udara kepada menteri yang bertanggung jawab atas pengawasan 
asuransi. Nilai pertanggungan asuransi yang dipermasalahkan, nilai nominal 
minimum, harus sama dengan jumlah ganti rugi yang ditentukan dalam ketentuan 
perundang-undangan ini. 
 
                                                        




Pada peraturan Menteri Perhubungan No. 77 tahun 2011 pasal 19 tentang 
pertanggungjawaban angkutan udara yang mengkaji tentang asuransi kehilangan 
bagasi dan delay pesawat. Jika maskapai telah mengambil langkah-langkah yang 
diperlukan untuk mencegah kerugian, dan peristiwa kerugian sebenarnya terjadi 
karena kelalaian penumpang sendiri atau adanya faktor pencurian/ pihak ketiga, 
maka maskapai tidak dapat dituntut dalam kasus ini. Karena peristiwa kerugian 
yang terjadi terbukti bukan kesalahan dari pihak pengangkut / maskapai 
penerbangan. 
Terdapat pengecualian untuk penggantian barang bagasi yang hilang di 
lembaran asuransi. Barang yang dikecualikan dari jaminan misalnya perhiasan, 
dokumen, kunci, peralatan olahraga, alat mobil, alat musik, alat pelindung diri 
(kacamata, dll.). Nilai penggantian barang yang diasuransikan memang di luar 
penggantian kompensasi dari tanggung jawab maskapai, maskapai tetap 
menggantinya jika telah diasuransikan. 
4. Dalam pasal 5 ayat (1) Keputusan Menteri Perhubungan No.77 Tahun 
2011 tentang Tanggung Jawab Angkutan Udara menetapkan bahwa  
“Besarnya ganti rugi bagasi tercatat adalah setingi-tingginya 
Rp.200.000,00 tiap kilogram dan maksimal Rp.4.000.000,00 per bagasi.”  
Maskapai wajib bertanggung jawab dengan memberikan ganti rugi Rp 200 
ribu per kilogram, maksimal Rp. 4 juta jika bagasi yang diangkut dianggap hilang, 
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 
tahun 2011 tentang Pertanggungjawaban Pengangkutan Udara, yang mengkaji 
tentang asuransi kehilangan bagasi, kecelakaan dan delay, barang dianggap hilang 
apabila dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal dan 




 Pengangkut berkewajiban menyediakan uang kepada penumpang sebagai 
konpesnsasi untuk menunggu bagasi tercatat yang belum ditemukan dan belum 
dapat dinyatakan hilang, sesuai dengan ayat (2) sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu 
rupiah) per hari selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender.  
Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Toto, selaku Airport Duty 
Manager (ADM) menyatakan bahwa: 
“Terkadang ada juga penumpang tidak memperdulikan anjuran dari pihak 
maskapai untuk tidak memasukkan barang berharga dalam tas yang akan 
dimasukkan di bagasi pesawat,ada juga penumpang yang memang sadar 
akan kehilangan tersebut memang dikarenakan adanya mishandling. Jika 
barang tersebut memang tidak ada selama 14 (empat belas) hari semenjak 
kedatangan penumpang ditempat tujuan tidak ada maka pengangkut 
melakukan pertanggung jawaban sesuai dengan pasal mengenai Jenis 
tanggung jawab pengangkut dan besaran ganti rugi. Tanggung jawab 
pengangkut dalam hal ini dimulai sejak barang bagasi tercatat diterima 
oleh pengangkut saat pelaporan (Check In).”
6
 
Dapat disimpulkan bahwa pihak pengangkut sudah memberikan berbagai 
penyelesaian untuk para korban, tergantung dari jalan yang inigin menrek tempuh 
menurut hasil survey juga, maskapai selalu melakukan tindakan yang perlu untuk 
mencegah terjadinya kehilangan dan juga melakukan tindakan yang perlu untuk 
menemukan barang bagasi tercatat milik penumpang tersebut. Pengangkut juga 
dapat melakukan konsorseum dengan pihak asuransi untuk melakukan 
pengasuransian terhadap barang bagasi tercatat  
Mengenai asuransi salah satu maskapai penerbangan memiliki polis 
asuransi perjalanan yang melibatkan kehilangan barang bawaan dan harta pribadi. 
Dalam hal ini, nilai dasar pertanggungjawaban kepada tertanggung adalah untuk 
semua barang yang hilang maksimal sebesar Rp 6.500.000 (enam juta lima ratus 
ribu rupiah) sedangkan Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap barang yang 
berusaha di rusak atau dicuri selama kegiatan pengangkutan berlangsung. 
                                                        
6Toto, Airport Duty Manager (ADM). Wawancara, Bandara Sultan Hasanuddin 
Makassar 06 Agustus 2019. 
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Dalam polis asuransi sebagaimana disebutkan dalam Bab 2, kerugian dan 
harta benda pribadi, barang bawaan dan barang-barang pribadi (barang berharga) 
harus diangkut bersama dengan tertanggung / penumpang. Dalam Pasal 6, terbitan 
Permenhub 77 tahun 2011, di menyatakan bahwa; 
 “Pengangkut dibebaskan dari tuntutan ganti kerugian terhadap hilangnya 
barang atau barang yang berharga milik penumpang yang keberangkatan 
(check-in), penumpang telah menyatakan dan menunjukkan bahwa di 
dalam bagasi tercatat terdapat barang berharga atau barang yang berharga, 
dan pengangkut setuju untuk mengangkutnya.;” 
C. Prosedural Pengajuan Klaim Kerusakan Bagasi Tercatat  
Ada dua jenis bagasi dalam pengangkutan udara, yaitu bagasi kabin dan 
bagasi tercatat/kargo. Dalam praktiknya, barang bagasi tercatatlah yang sering kali 
mengalami kehilangan hingga rusak. Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 2009 
tentang Penerbangan, bagasi tercatat merupakan barang penumpang yang di 
serahkan ke pengangkut untuk diangkut dengan angkutan udara yang sama. 
Hilanganya barang bagasi milik penumpang sering terjadi dalam suatu 
perjalanan penerbangan membuat resah penumpang. Bagaimana sebagai 
penumpang mereka menanggapi atau melakukan tindakan awal sebagai pihak 
yang dirugikan atas kehilangan yang dialaminya. Dibawah ini akan dijelaskan 
mengenai prosedur beberapa maskapai penerbangan sehingga sebagai konsumen 
kita telah paham mengenai prosedur tersebut sebelum melakukan perjalanan.. 
1. Tata Cara Pengajuan Klaim Bagasi Yang Rusak/Hilang  
Secara umum jika mengikuti prosedur yang berlaku, penumpang 
menitipkan bagasi tercatat ke maskapai sebagai pihak pengangkut sesuai dengan 
perjanjian baku yang ditetapkan oleh maskapai. Proses awal dilakukan dilakukan 
Check in dan pemberian label (baggage Claim Tag) pada bagasi tercatat untuk di 
titipkan ke pihak pengangkut. Dan jika bagasi rusak atau hilang di bandara tujuan 
maka petugas bandara akan mengarahkan penumpang untuk melaporkannya ke 
bagian Lost and Found Baggage. 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Rio, selaku staff counter check in salah satu 
maskapai mengatakan bahwa: 
“Surat keterangan hilang dapat diperoleh dari pihak yang berwajib yaitu 
Polres setempat. Sesudah data-data tersebut didapat oleh penumpang, 
penumpang dapat menuju ke terminal pesawat/ bandar udara dimana 
penumpang seharusnya mendapatkan barang bawaannya kembali di unit 
lost and found maskapai yang bersangkutan. Jika penumpang sudah 
menerima barang bagasi tercatat yang semula hilang tadi, jika kemudian 
tidak ada lagi keluhan dari penumpang, maka permasalahan tersebut sudah 
dapat dianggap selesai (tidak ada yang cacat).”
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Pada prinsipnya Pendampingan saat penumpang tiba di tempat tujuan dan 
bagasi tercatat dalam airways bill tersebut tidak ada, maka penumpang dapat 
mendatangai bagian Lost And Found bandara dan melakukan pengaduan. 
Dokumen yang terkait dengan kepemilikan barang dapat dilampirkan pada unit 
Lost And Found. Dokumen tersebut antara lain yaitu:  
a. identitas diri,  
b. tiket pesawat yang di gunakan saat check in,/claim tag/ airways bill atau 
bukti lainnya, 
c. surat keterangan ahli waris yang sesuai ketentuan hukum  
Berbeda lagi ketika barang yang diperoleh setelah bagasi tercatat 
ditemukan rusak, dan/atau jika isi bagian tas asli hilang, maka penumpang dapat 
mengajukan tuntutan tertulis pada operator di unit Lost and Found. lagi untuk 
mendapatkan tahap pertanggungjawaban dari operator / maskapai. 
Dalam pasal 19 Peraturan Menteri Perhubungan nomor 77 tahun 2011, 
pengangkut tidak dapat dituntut jika peristiwa yang hilang tidak disebabkan oleh 
maskapai, misalnya karena kelalaian penumpang atau karena pihak ketiga 
(pencurian) dan maskapai tidak dapat ditahan bertanggung jawab jika maskapai 
                                                        
7Toto, Airport Duty Manager (ADM). Wawancara, Bandara Sultan Hasanuddin 
Makassar 06 Agustus 2019. 
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telah mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian, kerusakan, 
dan kerugian lainnya. 
Terdapat beberapa yang dapat di lakukan untuk mengklaim barang bawaan 
anda, yaitu:  
1. Buat laporan kerugian. Anda dapat segera menemui maskapai dan 
melaporkan kehilangan tersebut. Jangan lupa untuk memasukkan 
informasi sebanyak mungkin tentang waktu keberangkatan, kelas 
penumpang dan sebagainya. Bawa kartu ID dan boarding pass yang masih 
ada sebagai bukti untuk mendukung laporan Anda. 
2. Jangan lupa detail barang bawaan anda jelaskan item mulai dari ukuran, 
warna, fitur, desain dan lainnya. Jelaskan secara terperinci untuk 
memudahkan pihak maskapai mencari. Dan beberapa tips, jika Anda akan 
terbang lagi, anda dapat mengambil gambar dan menyimpan gambar koper 
atau tas anda sehingga lebih mudah ditemukan ketika hilang.  
3. Segera urus klaim bagasi anda agar pihak maskapai dapat mengganti rugi 
barang berharga yang hilang, urus klaim secepatnya.  
4. Jika anda memiliki asuransi perjalanan yang memiliki fitur bagasi, maka 
segera lakukan proses klaim.  
5. Apabila telah membuat laporan dan tidak ada respon posotif maka anda 
dapat mengajukan laporan ke pengadilan atau melakukan upaya hukum 
diluar pengadilan.  
Diatas merupakan beberapaya upaya langsung yang dapat dilakukan oleh 
penumpang untuk menindak lanjuti bagasinya yang hilang atau rusak. Upaya lain 
yang dapat untuk menindak lanjuti hal tersebut adlah upaya hukum.  
Upaya hukum adalah upaya yang dilakukan oleh undang-undang tentang 
hal-hal tertentu terhadap orang atau orang hukum tertentu untuk menentang 
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putusan hakim, sebagai tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan 
hakim tetapi percaya bahwa mereka tidak memenuhi persyaratan. Ini tidak 
memiliki rasa keadilan, karena hakim juga memiliki rasa keadilan, karena hakim 
juga Dimungkinkan untuk membuat kesalahan / kesalahan agar satu orang untuk 
memutuskan atau mendukung seseorang. 
Tindakan banding adalah upaya hukum yang ditujukan pada orang alami 
atau badan hukum dalam kasus-kasus tertentu untuk menentang keputusan hakim 
sebagai tempat pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan hakim, yang 
dianggap tidak konsisten dengan harapan, tidak memuaskan rasa keadilan, karena 
hakim juga adalah orang yang dapat melakukan kesalahan / kesalahan sehingga ia 
memutuskan atau mengambil satu sisi. 
Pemulihan hukum adalah upaya yang diberikan oleh hukum kepada 
seseorang atau badan hukum untuk hal-hal tertentu untuk menentang keputusan 
hakim sebagai tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan hakim 
yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, tidak memenuhi rasa 
keadilan, karena hakim juga seorang manusia yang dapat melakukan kesalahan / 
kesalahan sehingga seseorang memutuskan atau memihak satu pihak. 
Berdasarakan hasil wawancara dengan bapak Toto, selaku Airport Duty 
Manager (ADM) menyatakan bahwa: 
“Dalam proses penumpang akan memasuki pesawat untuk memasukkan 
barang dalam bagasi pesawat, penumpang akan melalui proses check in 
Counter, pada proses ini penumpang akan ditanyai, apakah ada barang 
berharga yang akan dimasukkan barang bagasi tercatat, Penumpang 
dianggap sudah mengetahui tentang resiko meletakkan barang berharga/ 
barang yang bernilai jual mahal di bagian bagasi pesawat. Sebagai bentuk 
pencegahan setiap maskapai telah melakukan konsorsium dengan 
perusahaan asuransi, hal tersebut merupakan salah satu bentuk dari cara 




                                                        
8Toto, Airport Duty Manager (ADM). Wawancara, Bandara Sultan Hasanuddin 
Makassar 06 Agustus 2019. 
66 
 
Pada prinsipnya, maskapai ini dianggap kurang responsif dalam menarik 
penumpang yang akan memasuki pesawat untuk tidak menempatkan barang-
barang berharga di bagasi pesawat, dan juga kurang pengetahuan dari penumpang 
juga umum. Ada penumpang yang mengabaikan pengetahuan tentang risiko ini, 
penumpang hanya memperhatikan bahwa barang yang dibawa berat, berharga 
atau kurang berharga dimasukkan ke dalam tas yang akan diatur di bagasi 
pesawat, atau memang penumpang hanya yang pertama naik pesawat dan tidak 
mengetahui adanya penyortiran penyimpanan antara barang berharga yang sangat 
mahal dengan barang berharga yang tidak lebih mahal dari barang berharga yang 
dianggap mahal. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan saudara Rio, selaku staff counter 
check in salah satu maskapai mengatakan bahwa: 
“Barang yang memang merupakan rentan akan guncangan pihak maskapai 
akan memberikan label “mudah pecah”, “jangan dibanting”, “jangan 
dibalik” dan lain sebagainya pada barang tersebut. hal itu merupakan 
tindakan pencegahan agar barang bagasi yang disimpan tidak rusak saat 
sedang terjadi kegiatan pengangkutan dalam bagasi pesawat..”
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Perlu dicatat bahwa meskipun penumpang telah mengasumsikan 
kewajiban untuk membayar biaya transportasi, pemahaman penumpang juga 
sangat penting untuk menghindari terjadinya kehilangan bagasi, dan sesuai 
dengan peraturan, penumpang akan diberi kompensasi sesuai dengan hukum, 
tetapi kami menemukan bahwa pembawa atau penumpang tersebut Dalam kasus 
apa pun, tidak mungkin untuk memprediksi apakah kerugian akan disebabkan, 
apakah itu disebabkan oleh pihak ketiga / pencurian, atau karena operasi yang 
tidak benar oleh pejabat maskapai sendiri. 
Ada beberapa maskapai yang memasang spanduk himbauan risiko untuk 
menaruh barang berharga di tas yang akan ditempatkan di bagasi pesawat. Citilink 
                                                        




dan Garuda Indonesia adalah beberapa maskapai yang memasang spanduk. 
Namun, masih barang-barang berharga atau barang-barang berharga lainnya 
hilang dalam perjalanan di pesawat masih perlu diganti. Penumpang diharapkan 
membawa barang-barang berharga sehingga kehilangan bagasi tidak terlalu besar. 
Karena pertukaran ditetapkan antara barang berharga dan barang berharga per 
kilogram, ruang lingkup untuk mengganti barang yang hilang telah ditetapkan. 
Tindakan pencegahan yang sangat efektif ialah menanyakan kepada 
penumpang apakah ada barang berharga di check in counter, maka pengetahuan 
dari penumpang juga diperlukan untuk tidak menaruh barang berharga di bagasi 
pesawat untuk menghindari kerugian besar. Dalam situasi ini, pencurian kadang-
kadang tidak dapat dihindari, dan karena maskapai juga telah mengambil langkah-
langkah yang diperlukan untuk mengantisipasi upaya pencurian, maskapai harus 
berhati-hati ketika mengumpulkan data tentang bagasi penumpang dan 
mengharuskan adanya langkah-langkah keamanan yang lebih ketat di pihak 
maskapai. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan saudara haeruddin, selaku Petugas 
Lost And Found menyatakan bahwa: 
“memang sering terjadi kasus kehilangan barang disini, tapi kebanyakan 
kasus yang terjadi itu, bagasi penumpang tersebut tercecer di bandara lain, 
atau ketinggalan di bandara asal namun kebanyakan kasus tersebut 
bagasinya kembali ke pemilik bagasi tersebut. tidak jarang juga terjadi 
kehilangan barang bagasi penumpang yang di indikasikan di ambil oleh 
oknum- oknum pegawai maskapai yang berhubungan langsung maupun 
tidak langsung dengan bagasi penumpang, dengan cara pengrusakan koper 
ataupun pengambilan isi koper penumpang sebagian atau seluruhnya oleh 
oknum maskapai. biasanya jenis barang yang sering dilaporkan hilang 
kepada petugas lost and Found itu, emas, Handphone, Laptop, uang tunai 
dan nda jarang juga barang yang nilai nominalnya rendah, seperti 
makanan, tempat-tempat kehilangan biasanya barang tersebut di taruh di 
tas yang di bawa ke kabin pesawat, di kursi penumpang dalam pesawat, 
dan di dalam koper ataupun barang di bagasikan. Selain itu modus yang 
sering terjadi ialah para oknum mengambil barang isi koper yang tidak 
digembok atau dilapisi wraping, atau dengan cara merusak bagasi 
penumpang pesawat, biasanya pelaku melakukan aksinya pada saat 
pemasukan barang ke dalam badan pesawat di bandara atau pesawat 
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Kasus pencurian bagasi atau pembobolan terjadi saat penumpang lengah 
ketika menunggu keberangkatan, serta di kabin pesawat atau di bagasi pesawat. 
oknum yang tidak bertanggung jawab mengambil kesempatan untuk 
mengosongkan barang bawaan atau bahkan mencurinya. 
Modus pencurian barang bagasi penumpang bervariasi, termasuk adanya 
dugaan kerja sama oknum antara petugas di X-ray area dan Porter di ground 
handling bandara dengan cara pembongkaran barang secara paksa, keterlibatan 
petugas keamanan dan loading master (orang yang mengatur barang-barang sesuai 
dengan muatan pesawat) dan lainnya. Dan juga cara lain yang digunakan, seperti 
menyileti bagian dalam koper/tas kemudian merogoh isi barang dan kemudian 
menempelkan lem agar membuatnya sulit dibuka. Selain penyiletan, pelaku 
pencurian di bandara juga menggunakan pulpen yang ditusuk ke dalam ritsleting 
dan ditutup kembali dengan menarik pengikat ritsleting, atau secara paksa 
membobol kunci bagasi. 
 
D. Pandangan Hukum Islam Tentang Pertanggung Jawaban 
Kerusakan/Kehilangan Barang Bagasi Di Bandara Sultan Hasanuddin   
Tanggung jawab adalah bagian dari ajaran Islam yang disebut mas'uliyyah. 
Tanggung jawab artinya ialah bahwa setiap manusia apapun statusnya pertama 
harus bertanya kepada dirinya sendiri apa yang mendorongnya dalam berperilaku, 
bertutur kata, dan merencanakan sesuatu.  Salah satu bentuk tanggung jawab 
dalam islam yaitu Ta‟widh  atau dalam bahasa adalah ganti rugi atau kompensasi. 
Dalam hukum islam, konsep mengenai ganti rugi sebenarnya sudah ada 
sejak syariat Islam diturunkan. Banyak nas dalam al-Qur‟an yang menjelaskan 
                                                        
10Haeruddin, Petugas Lost And Found. Wawancara, Bandara Sultan Hasanuddin 
Makassar 07 Agustus 2019. 
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tentang ganti rugi. Para pakar fikih kemudian memformulasikan kaidah-kaidah 
pertanggung jawaban yang bersumber dari beberapa nas, baik al-Qur‟an maupun 
hadits. Bentuk ganti rugi dapat berupa: Menutup kerugian dalam bentuk benda, 
memperbaiki benda yang dirusak menjadi utuh kembali seperti semula selama 
dimungkinkan. Apabila hal tersebut sulit dilakukan, maka wajib menggantinya 
dengan benda yang sama (sejenis) atau dengan uang. 
Dari pernyataan Wahbah Al-Zuhayli, sudah jelas bahwa ganti rugi yang 
sebenarnya sesuai dengan ajaran islam adalah mengganti barang yang rusak atau 
hilang sesuai dengan barang yang sama. Kalau tidak bisa dengan barang yang 
sama, maka dengan uang yang senilai dengan harga barang yang hilang atau rusak 
tersebut. Dengan aturan ganti rugi yang dikemukakan oleh Wahbah Al-Zuhayli 
menjauhkan dari kerugian sebelah pihak. 
Dan pada umumnya, sudah jelas ganti rugi yang dikemukakan dari 
seorang ulama kontemporer yaitu Wahbah Al-Zuhayli sangat bersamaan maksud 
dan tujuan terhadap ganti rugi menurut hukum positif yaitu suatu kewajiban yang 
dibebankan kepada orang yang telah bertindak melawan hukum dan menimbulkan 
kerugian pada orang lain karena kesalahannya. 
Namun, kompensasi yang diberikan oleh maskapai tidak sesuai dengan 
pernyataan Wahbah Al-Zuhayli dalam buku "Nazariyah al-Dhaman" adalah 
bahwa konsumen yang menggunakan asuransi dalam proses pengiriman barang 
harus membayar premi asuransi sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. 
Seperti yang dilakukan oleh penumpang maskapai, pihak penumpang 
berhak menuntut ganti rugi bila mengalami kerusakan atau kehilangan barang 
bawaan di bagasi pesawat dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan 
sebagai bentuk pertanggung jawaban dari pihak maskapai.  
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Walaupun ketentuan mengenai pertanggung jawaban terhadap rusaknya 
barang bagasi di bandara tidak ditemukan secara langsung dalam hukum islam, 
baik dalam al-Qur‟an maupun hadist. Namun dalam hukum islam pertanggung 
jawaban atas kerusakan atau kehilangan barang orang lain dalam bentuk ganti rugi 
wajib dilakukan bagi yang melakukan kesalahan dan orang lain merasa dirugikan. 
Untuk itu dari segi  ganti rugi hukumya sah dan tidak bertentangan dengan syariat 










Berdasarkan hasil dari pemaparan dalam penelitian skripsi pada bab-bab 
sebelumnya mengenai “Pertanggung Jawaban Terhadap Rusaknya Barang Bagasi 
Pesawat Di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar (Telaah Hukum Islam)”, maka 
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:  
1. Bentuk pertanggungjawaban hukum dalam transportasi udara untuk 
kehilangan penumpang yang rusak atau kehilangan barang bawaannya dicatat 
dalam angkutan udara yang dioperasikan oleh maskapai berdasarkan 
penelitian yang dilakukan, yaitu maskapai harus memberikan kompensasi 
dalam jumlah Rp 200 ribu per kilogram, maksimal Rp 4 juta. Bagasi terdaftar 
dianggap hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Menteri 
Perhubungan No. 77 tahun 2011 tentang Pertanggungjawaban Transportasi 
Udara, yang memeriksa asuransi terhadap keterlambatan pesawat, kehilangan 
bagasi dan kecelakaan, barang dianggap hilang, jika bagasi tidak ditemukan 
dalam 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal dan waktu kedatangan 
penumpang di bandara tujuan. Dasar penyelesaiannya adalah penggunaan 
metode nilai pembelian aktual dikurangi penyusutan barang-barang sejenis, 
serupa, dan semodel.  
2. Sesuai dengan Pasal 174 (1) UU No. 1 tahun 2009 (Mengenai 
Penerbangan), prosedur untuk mengklaim bagasi penumpang yang hilang 
atau rusak sebagaimana diatur dalam UU No. 1 tahun 2009 tentang 






bagasi harus dicatat untuk menyerahkan" bagasi terdaftar "saat memeriksa 
bagasi mereka, dan kemudian penumpang akan melaporkan bagasi yang 
hilang ke bagian Lost and Found Baggage Claim dan mengisi Property 
Irregularity Report (Surat keterangan tentang kehilangan bagasi) serta 
formulir klaim.  
3. Dalam hukum Islam, tanggung jawab dikenal sebagai Mas'uliyyah atau 
Accountabilitas, dan konsep pertanggungan dalam Islam adalah Ta'widh. 
Ta'widh dalam bahasa adalah ganti rugi atau kompensasi. Mengenai definisi 
Ta'widh, yang dimunculkan oleh ulama fiqh atau cendekiawan Wahbah Al-
Zuhayli, berikut ini adalah: Ketentuan kompensasi umum dapat mencakup: 
Cakupan kehilangan objek (dharar, bahaya) seperti perbaikan dinding. 
Perbaiki barang yang rusak agar tetap utuh selama mungkin, seperti 
mengembalikan barang yang rusak menjadi penuh. Jika sulit, Anda perlu 
menggantinya dengan barang yang sama (sejenis) atau dengan uang.  
 B.  Implikasi Penelitian  
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka ada beberapa saran yang harus 
disampaikan. Saran tersebut untuk:  
a. Disarankan kepada pihak pengangkutan udara sebagai penyedia 
layanan transportasi udara harus memberikan sosialisasi kepada 
masyarakat / penumpang mengenai Undang-undang serta peraturan 
yang berlaku untuk penerbangan. Banyak masyarakat pengguna jasa 
angkutan udara masih belum tahu tentang peraturan penerbangan, 
terutama ketika mengalami kehilangan atau kerusakan bagasi. 
b. Diharapkan penumpang angkutan udara perlu memperhatikan dan 






yang positif sehingga penumpang mengetahui hak-haknya agar tidak 
dirugikan, dan juga memperhatikan aturan yang juga tercantum pada 
tiket penumpang, sehingga penumpang yang menggunakan transportasi 
udara lebih mengetahui bagasi atau bagasi yang akan dibawa dan 
membuat tanda kode pada barang-barang bagasi yang diperiksa yang 
mudah rusak atau rusak. 
c. Disarankan jika pemerintah dapat mengikuti aturan hukum Islam, yaitu, 
pengangkut harus mengikuti aturan kompensasi berdasarkan pendapat 
Wahbah Al-Zuhayli. Karena aturan ini sesuai dengan aturan hukum 
Islam dan hukum positif. Yaitu, melalui kompensasi untuk kerusakan 
yang disebabkan oleh pihak yang terluka karena barangnya rusak / 
hilang, melalui kompensasi untuk barang yang sama, jika tidak dapat 
dikompensasi bersama dengan barang yang sama, sesuai dengan nama 
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